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ABSTRAK
 

Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan
 
Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan
 

( Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singhl) 

Nurdin 

Universitas Terbuka 

nurdinyunus@yahoo.co.id 

KataKunei:	 Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha, 
Pertambangan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan 
dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha 
pertambangan di Kabupaten Aeeh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan 
gambar atau foto. Pengumpulan data mengunakan metode wawancara, observasi, 
dan kajian dokumen. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu 
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur; sedangkan dampak 
implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi 
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. 

Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang twnpang tindih dalam 
pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan 
Pemerintah Kabupaten Aeeh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit 
diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak­
pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pembagian 
kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan serta dampak dari 
implementasi tersebut, dan tidak membahas seeara rinei kebijakannya itu sendiri. 
Penelitian ini menunjuldcan impelentasi pengelolaan izin usaha pertambangan 
oleh Pemerintah Kabupaten Aeeh Singkil adalah kewenangan desentralisasi 
kebijakan yang didisposisikan kepada Sekratariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
(Setdakab) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). 
Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh 
menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Aeeh. Pada tingkat Pemerintah Pusat, 
pengelolaan izin usaha pertambangan didisposisikan kepada Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral. Temuan lain yang terkait dengan pengeloJaan izin 
usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi 
Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber 
daya aparatur dan aset daerah. 
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ABSTRACT 

Implementation of Decentralization Policy 
On Authorizing The Mining Licences 

(Case Study in Aceh Singkil) 

NURDIN 

Universitas Terbuka 

nurdinyunus@J'ahoo.co.id 

Keywords:	 Public Policy, Public Administration, Authority, Business License, 
Mining 

This study aims to analyze the implementation of decentralization policies 
and the impact, regarding to authorizing the mining licences in Aceh Singkil. This 
study utilizes a qualitative research methods, that produces an outcomes as 
descriptive data in the form such written documents, oral information, and images 
or photos. Data gathered by interview, observation, and document review. The 
policies aspects are focused through communication, resources, disposition, and 
structure. Meanwhile, the impact of implementation was questioning an intemaly 
impacted on Government of Aceh Singkil. 

Decentralization was a major problem for implementing the policy amongst 
Central, Provincial and District Government. Therefore, the disputancy has arise 
for implementation and allegedly less a substantial impact for stakeholder. 

This study focuses on the implementation of decentralization policies as an 
impact, regarding to authorizing the mining licences in Aceh Singkjl and do not 
discuss in detail about the policy itself. This study shows the implementation of 
authorizing the mining license by the Government of Aceh Singkil has going 
forwards to Sekratariat Singkil District (Setdakab) and th.: Office of One Stop 
Licence Service (KP2TSP). About sharing authority as implementation of 
decentralization policy, the Aceh Provincial Government exercising mining 
authority as Deconcentration policy which forwarded from Department of Mines 
and Energy. Other findings related between the Government of Aceh Singkjl are 
going splitting to the Government of Subulussalam which directly impact on the 
reduction of personnel resources and local assets. 
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BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

A. Kajian Teoritis 

Dari berbagai pennasalahan terkait perizinan yang teIjadi dalam 

penyelenggaraan pertambangan, maka perlu disajikan teori-teori untuk 

menganalisis hal tersebut. Teori-teori tersebut menjadi landasan dasar 

pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan dan konsep penguasaan negara 

sehubungan dengan pengelolaan pertambangan yang digunakan untuk sebesar­

besar kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

Suatu Bacaan Pengantar I1mu Administrasi Negara, (1986), secara sederhana para 

ahIi mendefinisikan: 

administrasi publik adalah ilmu yang mempe1ajari tentang 
bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sarna­
sarna mengkaji tentang organisas~ administrasi publik ini berbeda 
dengan ilmu manajemen. I1mu manajemen mengkaji tentang 
penge101aan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji 
tentang organisasi publiklpemerintah, seperti departemen­
departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sarnpai 
tingkat pusat. Kajian ini tennasuk mengenai birokrasi; penyusunan, 
pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; 
administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah dan tata 
pemerintahan yang baik (good governance). (ha1:4) 

I. Penyelenggaraan Administrasi Publik 

Konsep publik selalu dikaitkan dengan lembaga pemerintah. Akibatnya, 

administrasi publik dipahami sebagai proses administrasi yang terjadi dalam 

lembaga-Iembaga pemerintah. Menurut Denhardt (1995), lembaga-Iembaga 

pemerintahan adalah lokus utama dari administrasi publik. Dengan demikian, 
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administrasi publik mencakup semua proses administrasi yang terjadi dalam 

lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Fokus administrasi publik adalah teori 

organisasi dan ilmu manajemen. 

Dalam Caiden (1971), menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang 

memiliki berbagai kekuasaan. Dalam setiap negara yang menjalankan berbagai 

kekuasaan tersebut terdapat administrasi negara yang keberadaannya tidak dapat 

dielakkan oleh masyarakat. Setiap warga masyarakat tidak dapat menghindari dan 

mengelak dari kewenangan administrasi negara tersebut. Dibandingkan dengan 

institusi hiin dalam masyarakat, Caiden menjelaskan administrasi negara memiliki 

kekhususan: 

Dilihat dari perspektif organisasi, organisasi administrasi negara 
didasarkan atas empat altematif asas. Pertama, tujuan yang dicapai, 
misalnya kementerian pertahanan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, 
kelompok yang dilayani, misalnya unit organisasi yang melayani 
orang jompo. Ketiga, proses yang dijalankan, misalnya perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Dan keempat, 
wilayah geografis yang terliput, misalnya provinsi, kabupaten, kota 
dan desa. 

Menurut Fesler (1980), llmu Administrasi Publik menempatkan proses 

administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai 

tempat praktik (lokus). Berbeda dengan faham dikotomi politik dan administrasi, 

maka konsep administrasi di sini melibatkan kegiatan perumusan kebijakan dan 

implementasinya. Sementara itu pengertian administrasi negara sebagai 

administrasi publik menurut pendapat Prayudi (1994), mempunyai beberapa 

pengertian, antara lain: 

sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh 
pemerintah, yang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerimahan. Tugas dari 
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Presiden adalah untuk menyeJenggarakan kebijakan dan kehendak 
pemerintah. 

Arti yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas yang 
menyelenggarakan undang-undang atau melaksanakan ketentuan 
undang-undang secara konkret, kasual dan individual. Sebagai 
aktivitas, administrasi negara adalah kegiatan aparatur negara. 

Arti yang ketiga adalah sebagai suatu proses tata keJja 
penyelenggaraan atau sebagai suatu proses teknis. Dalam rangka 
pengertian administrasi sebagai suatu proses teknis ini terdapat tata 
usaha. Tata usaha adalah suatu sistem informasi dan merupakan 
esensi daripada pekeJjaan kantor. Termasuk di dalamnya pengertian 
pencatatan, penyimpanan secara sistematis serta 
pertanggunggjawaban dari surat-surat, dokumen-dokumen, uang­
uang, bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan yang digunakan 
sehari-hari. Tata usaha merupakan bagian dan aspek yang vital 
daripada administrasi. 

Mengacu pada pendapat Prayudi (1994), administrasi negara dilihat dari dimensi 

institusional merupakan aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh 

presiden guna menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik. 

Penyelenggaraan tugas tersebut diwujudkan dalam berbagai tindak administrasi 

negara atau perbuatan administrasi negara, yang terdiri atas perbuatan 

administrasi negara yang bersifat yuridis (hukum) dan perbuatan administrasi 

negara yang bersifat non yuridis (faktual). Perbuatan administrasi negara yang 

bersifat yuridis dapat dilakukan dalam bidang hukum privat danlatau hukum 

publik. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelayanan 

publik, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah bidang kebijakan publik 

yang dapat berbentuk penetapan atau keputusan perizinan. 

Izin termasuk dalam kategori penetapan atau yang sering disebut sebagai 

keputusan. Prayudi (1994) menyatakan bahwa, keputusan merupakan perbuatan 

yang bersifat hukum administrasi negara yang dapat berbentuk empat, yakni : 
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(a) Penetapan 
(b) Rencana	 adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum 

OOrninistrasi Negara yang menciptakan hubungan hukum (yang 
mengikat) antara penguasa dan warga masyarakat. Dari segi 
Hukum Administrasi Negara, rencana adalah seperangkat 
tindaka-tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu 
keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah 
selesai direalisasikan. Perangkat tindakan tersebut dituangkan ke 
dalam suatu keputusan OOrninistrasi Negara yang bersifat 
perbuatan hukum. 

(c) Norma Jabaran OOalah suatu perbuatan hukum daripada penguasa 
adrninistrasi Negara untuk membuat agar suatu ketentuan 
undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan 
dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan ternpat. 

(d) Legislasi Semu adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh 
pejabat adrninistrasi Negara yang berwenang yang sebenamya 
dimaksudkan sebagai garis-garis pedornan pelaksanaan 
kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang, 
akan tetapi dipublikasi secara luas. 

Keempat rnacam kegiatan administrasi negara tersebut dalarn kehidupan sehari­

hari dikenal dengan sebutan "Keputusan Pemerintah". 

Tindak administrasi negara yang dilaksanakan oleh organ administrasi 

negara berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang berarti 

dalarn rangka mewujudkan welfare state. Menurut Wayong & Ichsan (1982) 

negara Republik Indonesia adalah welfare state yang mengutarnakan kepentingan 

seluruh rakyat, dimana dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, kemakrnuran masyarakatlah yang diutamakan. Corak yang 

dernikian semakin nampak dalarn negara hukum yang modem saat ini, dimana 

tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan negara hukum saat ini sudah 

mengarah kepada suatu welfare state, yaitu suatu negara melaksanakan tugas­

tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pOOa tujuan negara. Sebagai negara 

hukum maka tindakan alat-a1at negaranya terikat kepOOa ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang melegalisasi kekuasaan pejabat-pejabat 
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publik untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di Daerah. Dalam hal 

ini maka pengertian administrasi negara berarti penye1enggaraan kepentingan 

umurn, sehingga fungsi administrasi negara adalah sebagai penyelenggara 

kepentingan umum dengan suatu tataeara tertentu. 

Duverger (1993) mengatakan bahwa, tugas organ administrasi negara 

dalam negara kesejahteraan sekarang tidak hanya melaksanakan undang-undang, 

akan tetapi lebih luas lagi yaitu menye1enggarakan kepentingan umum. Hal ini 

memaksa organ administrasi negara untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan 

sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang dapat tercipta. Dengan 

dernikian pemerintahan welfare siale diberi lapangan pekeIjaan yang sangat luas, 

yaitu menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pengajaran, 

perumahan, pembagian tanah dan sebagainya. Hampir seluruh aktivitas dalam 

negara dijamah oleh administrasi negara., yang pada akhimya menimbulkan 

birokratisasi. 

Menurut Swerdlow (1975), administrasi negara pada negara kesejahteraan 

saat ini ditandai dengan banyaknya carnpur tangan penguasa ke dalam kehidupan 

masyarakat, yang dapat dilakukan melalui lima macam cara., yaitu: 

a.	 Operasi Langsung: pada pokoknya pemerintah menjalankan 
sendiri kegiatan-kegiatan tertentu; 

b.	 Pengendalian Langsung: dilakukan oleh badan-badan pemerintah 
yang berwenang dengan memberikan berbagai perizinan, alokasi, 
tarifdan sebagainya; 

c.	 Pengendalian Tak Langsung: dilakukan dengan cara memberikan 
pengaturan dan syarat-syarat yang dibuat oleh badan pemerintah 
yang berwenang; 

d.	 Pemengaruban Langsung: dilakukan dengan cara persuasi dan 
nasehat kepada masyarakat agar turut serta secara aktif dalam 
menunjang pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan 
kesejahteraan; 
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e.	 Pemengamhan Tak Langsung: adalah bentuk campur tangan 
yang paling ringan, misalnya hanya dengan memberikan 
informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah. Juga dapat melalui 
penyuluhan dan pembinaan untuk bisa lebih menerima hal-hal 
yang bersifat bam. 

Izin termasuk dalam kategori pengendalian langsung yang berarti di dalam 

menjalan pengusahaan pertambangan, pemerintah mengendalikan dan 

mengarahkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan 

demikian izin merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemakmuran dan 

tergolong keputusan administrasi negara (prayudi, 1994). 

2.	 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Dye (1978) adalah apa pun pilihan pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever govemments 

choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik 

mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan 

oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah pubEk. Definisi 

kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa (I) kebijakan publik tersebut 

dbuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik 

menyangkut pilihan yang hams dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan 

pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program bam atau tetap 

pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan 

publik. 

Dalam pandangannya ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka 

ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena 
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setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalarnnya (dikutip Dye, 1978). 

Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghorrnatan 

terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan 

pemerintah daerah. 

Anderson (1979), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa 

kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar 

pemerintah. 

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik 

hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam 

masyarakat (Dikutip Dye, 1978). lni berarti kebijakan publik tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai dan paktik-praktik sosial yang ada dalam 

masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika 

diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik hams mampu 

mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. Menurut Wibawa (1994), kebijakan publik dijelaskan sebagai 

berikut: 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 
mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah 
daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang 
penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek: 
Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa 
adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah 
masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut 
dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah 
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kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat 
dipaksakan atas nama hukum. 

Sedangkan menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008:27) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai kepada 

seluruh masyarakat secara keseluruhan". Pengertian lainnya dari kebijakan publik 

adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna 

mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, reneana dan program yang 

akan dilaksanakan secara jelas. 

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati dkk (2005) mengatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan aparatumya. Kebijakan publik pada dasamya adalah suatu 

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan 

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan 

tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, seeara formal, keputusan tersebut 

lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. 

Demikian pula Theodore Lowi dalam Winarno (2005) yang 

mengungkapkan bahwa masalah publik dapat dibedakan keda1am masalah 

prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan 

bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi 

tersebut, maka pemaharnan mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi 

dua pembagian. 
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Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari 
kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang 
diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. 

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. 
Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang 
tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan 
yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai 
konvensi-konvensi. 

Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, ParaturanlKeputusan Presiden, Peraturan 
Menteri, Peraturan Daerah, PeraturanlKeputusan Gubernur dan 
PeraturanlKeputusan Walikota/Bupati. 

Dalam Winarno (2005), tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain: 

a.	 Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan 
menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar (CUD) 1945 yang merupakan produk 
pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat 
Indonesia. 

b.	 Kebijakan publik yang kedua ada1ah yang dibuat dalam bentuk keIjasama 
antara legislatif dan eksekutif Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan 
legislative, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasa1ahan yang tidak 
memungkinkan legislative bekeIja sendiri. Contoh kebijakan publik yang 
dibuat bersama antara eksekutif dan legislative ini ada1ah ada1ah Undang­
Undang dan Peraturan Daerah. 

c.	 Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif 
saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan 
kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan 
peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang 
dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Kebijakan Publik yang 
dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), KeputusanlPeraturan 
Presiden (KeppresIPerpres), KeputusanlPeraturan Menteri (KepmenIPermen), 
KeputusanlPeraturan Gubernur, Keputusan/peraturan Walikota/Bupati. 

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau 

tahapan yang cukup panjang. Misalnya menurut Anderson (dalam Widodo 

2007: 16) yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu 
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(a) agenda setting, (b) policy formulation, (c) policy adaption, (d) policy 
Implementation, (e) policy assessmenlevaluation. Sementara Riplay (dalam 
Widodo 2007:16) membedakannya dalam empat tahapan, yaitu (a) agenda 
setting, (b) formulation and legitimating of goals and programs, (c) 
program implementation, performance, and impact, andprogram (Widodo, 
2007:16). 

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan 

diatas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakan publik adalah apa-apa 

yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh 

pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme 

prosedur secara rutin lewat salurau-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut 

masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

Lester dan Stewart dalam Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan, dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap 

dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Implementasi 

mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersarna-sama untuk menjalankan 

kebijakan atau program-program. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut 

Dwidjowijoto (2006) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 

dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
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program atau melalui forrnulasi kebijakan tumnan dari kebijakan publik tersebut. 

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalahjenis kebijakan 

publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan 

sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional 

antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 

Kepala Dinas, dan lain-lain. 

Implementasi pada sisi yang lain mempakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipaharni sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), 

maupun sebagai suatu hasil (outcomes). Sebagai suatu proses, implementasi dapat 

dilihat sebagai ranglcaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan­

keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi 

melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan 

dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat 

abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada 

pembahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan. 

Van Meter dan Van Hom (da1am Winamo, 2005) membatasi implernentasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau 

ke1ompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan­

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalarn rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan­

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
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Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Van Meter dan Van Hom (daJam Winamo 2005) mengemukakan bahwa 

suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efekti£; tetapi gagal 

memperoleh hasi! substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau 

karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (2001) menegaskan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan daJam 

implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan 

terbuka kemungkinan teIjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. 

Hasil penelitian International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

melaporkan pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip oleh 

Ismanto (daJam Bandoro, 1994), bahwa: 

Implementasi kebijakan lebih-lebih di negara yang berkembang tidak 
hanya sekedar persoaJan tel,nis administratif yaitu menterjemahkan 
suatu kebijakan kedalam program-program yang lebih spesifik, 
tetapi proses implementasi juga merupakan proses yang pelik yang 
sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan (content of policy) dan 
lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (content of 
implementation). 

Edward III (1980) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi 

sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut 

secara simultan dan berkaitan satu sarna lain guna mencapai tujuan implementasi 

kebijakan. Tentang keempat variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh 

dalam implementasi kebijakan, yaitu: 
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I. Komunikasi 

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi 

dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap 

dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 

pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan 

untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Aritin (2005) 

komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain­

lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. 

Lebih lanjut dalam Aritin (2005) komunikasi dijelaskan sebagai suatu 

proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk 

mendapatkan saling pengertian. Menurutnya ada dua pengertian yang terkandung 

di dalamnya yaitu proses dan informasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian 

dari langkah-Iangkah yang harns dilalui dalam pengiriman informasi. Inforrnasi 

adalah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis 

lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun 

yang dapat dipergunakan setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang baik, benar dan tepat. Bagi suatu organisasi komunikasi 

rnerupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota 

organisasi seeara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2. Sumber daya 

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan 

yaitu sumber daya manusia., kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana. 

Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan. 

a) Sumber daya manusia; 
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Sumber daya manusia merupakan aktor yang penting dalarn pelaksanaan 

suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber 

daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada 

seseorang yang meliputi fisik dan non fisiko Potensi fisik adalah 

kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan 

potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi 

baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, ketrarnpilan, 

dan hubungan personal. Efektifitas implementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 

b) Informasi 

Informasi adalah suatu sumber daya kedua yang penting di dalam 

implementasi kebijakan. Informasi penting untuk mengetahui bagaimana 

cara menyelesaikan suatu kebijakan. Aktor implementasi harus 

mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menerima perintah untuk 

melaksanakan kegiatan atau kebijakan. Oleh karena itu informasi yang 

disarnpaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah 

atau memperlancar pelaksanaan kegiatan atau kebijakan. 
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c) Kewenangan; 

Menurut Swastha (2000), wewenang adalah hak untuk mengarnbil 

keputusan, hak untuk mengarahkan pekeIjaan orang lain dan hak untuk 

memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Sabardi, 2001) 

menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan 

kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan 

berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

d) Sarana dan prasarana; 

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalarn pelaksanaan suatu 

kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan 

yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para 

pekeIja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan 

sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang 

dijalankan oleh para pekeIja akan lebih mudah dan cepat. 

3. Disposisi; 

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan 

antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. 

Menurut Edward ill (1980:142) berpendapat bahwa: 

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor 
yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 
efektif'. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif 
atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 
kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 
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dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 
negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik 
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang 
serius. 

Adapun bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan 

Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan 

melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 

penghambatan lainnya. 

Menurut pendapat Van Metter dan VanHorn dalam Agustinus (2006:162): 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal 
ini sangat mungkin tetjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 
formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang 
mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 
mungkin para pengarnbil keputusan tidak mengetahui bahkan tak marnpu 
menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang hams diselesaikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai disposisi dalam implementasi 

kebijakan, menurut Edward III (1980: 159-160) yaitu sebagai berikut: 

1.	 Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 
personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pernilihan 
personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 
dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 
kepentingan warga masyarakat. 

2.	 Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif 
Pada dasamya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 
maka memanipulasi insentif oleh para pernbuat kebijakan mempengaruhi 
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan 
atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang 
membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 
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penentuan rentang kendali. Keempat keputusan penting itu saling berhubungan 

dan saling bergantung, meskipun masing-masing mengandung masalah kbusus 

tertentu yang dipandang terpisah satu sarna lain. 

Menurut Grindle (1980) seperti yang dikutip oleh dalam Wibawa (1994) 

menyatakan bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (content ofpolicy) dan konteks dari 

implementasi itu sendiri (context ofimplementation). lsi kebijakan meliputi: 

(1)	 kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (Interest 
affected); yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini 
berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti 
melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan­
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 
implementasinya, 

(2) jenis manfaat yang akan dihasilkan (Type of benefit); pada hal 
ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau 
menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat 
beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 
dihasilkan oleh implementasi kebijakan, 

(3)	 derajat perubahan yang diinginkan (extent of change 
envisioned); seberapa besar perubahan yang hendak dicapai 
melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala 
yangjelas, 

(4)	 kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making); 
pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan maka harus dijelaskan di 
mana letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan 
diimplementasikan, 

(5)	 siapa pelaksana kebijakan (program implementer); dalam 
menjalankan suatu kebijakan harus didukung adanya pelaksana 
kebijakan yang kompeten dan kapabel derni keberhasilan 
kebijakan tersebut, dan 

(6)	 sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (resources 
committed), pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh 
sumberdaya-surnberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya 
berjalan dengan baik. 

Sedangkan konteks impJementasi kebijakan (context of policy implemenlation) 

meliputi: 
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4.	 Struktur organisasi birokrasi; 

Widjowijoto (2006) menyatakan bahwa di Indonesia senng terjadi 

inefektivitas implementasi kebijakan karena lrurangnya koordinasi dan kerja sarna 

di antara lembaga-Iembaga negara dan atau pemerintah. Menurut Edward III 

(1980:25) ada 2 indikator penting daIam struktur organisasi yaitu standar operasi 

prosedur dan fragmentasi organisasi. 

I.	 Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secara sederhana 
namun tetap tidak mengurangi makna sehingga tidak 
menyulitkan aparat pelaksana. Standar operasi prosedur 
merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas 
dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk 
keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang 
kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan standar 
operasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu 
yang tersedia dengan eflsien. 

2.	 Fragmentasi organisasi adaIah penyebaran tanggung jawab 
pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) 
dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara 
menyeluruh. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari 
tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti legislatif, 
kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat ekselrutif, 
peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi 
organisasi (Edward III, 1980: 135). 

DaIam implementasi kebijakan, struktur organisasi erat kaitannya dengan 

struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III 

(1980) menjelaskan struktur organisasi terdiri dari hubungan pekerjaan dan 

kelompok pekerjaan yang relatiftetap dan stabil. Tujuan utarna struktur organisasi 

adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat 

mencapai prestasi yang efektif Keputusan manajeriaI yang penting untuk 

menentukan struktur organisasi adalah pembagian kerja, pendelegasian 

wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan 
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(1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (power, 

interest, and strategy of actors involved); dalam implementasi 

suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang 

terlibat guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan, 

(2) karakteristik	 lembaga dan penguasa (institution and regime 

characteristics); 1ingkungan dimana suatu kebijakan 

dilaksanakan Juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, dan 

(3) kepatuhan dan daya tanggap	 (compliance and responsiveness); 

yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana. 

Konsep Dampak Kebijakan Publik 

Wahab (2001) menyatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat­

akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi dari adanya 

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau 

masalah-masa1ah tertentu yang ada dalam masyarakat. 

Menurut Dye (dalam Kismartini, 2005), menyetakan bahwa dampak 

kebijakan adalah kese1uruhan erek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam 

kondisi kehidupan nyata. Menurut Anderson (dalam Kismartini, 2005), semua 

bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan 

datang, hams diukur dalam bentuk erek simbolis atau erek nyata. Output 

kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur 
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dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi 

mengenai outcome atau dampak kebijakan publik karena untuk menentukan 

outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. 

Menurut sebagian pakar Dye (1978) dan Anderson (1979) (dikutip dalam 

Kismartini, 2005), terdapat sejumlah dampak kebij akan yang perlu diperhatikan di 

dalam evaluasi kebijakan berikut ini. 

1.	 Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek 
yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan hams jelas. 

2.	 Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain 
situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternaiitas, 
karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti 
dipahami dengan istilah eksternalitas. 

3.	 Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa 
yang akan datang. 

4.	 Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana 
yang digunakan dalam program. 

5.	 Biaya tidak langsung kebijakan. Biaya tersebut sering tidak 
diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik 
karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi. 

Dengan demikian, menurut Dye (1978), penting untuk tidak mengukur 

manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena 

yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mengukur 

output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output 

kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai 

dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan 

yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah. 

Menurut Dunn (2003), dalam memantau kebijakan kita hams membedakan 

dua jenis akibat yakni keluaran (outputs) dan dampak (impacts). Keluaran 
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kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok 

sasaran alau kelompok penerima (beneficiaries). Sebaliknya dampak kebijakan 

merupakan perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oJeh 

keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan 

hams diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok 

penerima. Kelompok sasaran (target groups) adalah individu, masyarakat atau 

organisasi yang hendak dipengamhi oleh suatu kebijkan dan program, sedangkan 

penerima (beneficiaries) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari 

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, segala macam efek yang merupakan 

konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu 

atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak 

kebijakan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1979) yang menyatakan bahwa 

evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi 

kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan 

yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. 

Berkaitan dengan dampak kebijakan dalam ilmu pengetahuan sosial, perlu 

dicermati dua Hukum Wilson (Wilson, 1887). 

1.	 Hukum Wilson Pertarna adalah, semua intervensi kebijakan dalam 
perrnasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya 
penelitian dilakukan oleh orang atau ternan yang 
mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

2.	 Hukum Wilson Kedua adalah, tidak ada intervensi kebijakan dalam 
permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya 
penelitian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, lebih 
khusus lagi oleh pihak yang skeptis pada kebijakan tersebut. 
Umumnya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu 
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kebijakan maka yang diperlukan adalah dengan memperhatikan 
segala sesuatu yang ada dan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. 

Oleh karena itu Wahab (2001), mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan 

administratif yang bertanggungjawab uotuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut pula 

jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada 

akhimya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan. 

Menurut Salim (2005), setiap kegiatan pembangunan di bidang 

pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif Maka 

dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan ditinjau dari 

aspek kebijakan publik yang hams dipertimbangkan adalah: 

1.	 memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan 
ekonomi nasional; 

2.	 meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); 
3.	 menampung tenaga kelja, terutama masyarakat lingkar tambang; 
4.	 meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang; 
5.	 meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang; 
6.	 meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; 
7.	 meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang. 

Selain dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif 
diantaranya adaIah: 

1.	 kehancuran lingkungan hidup; 
2.	 penderitaan masyarakat adat; 
3.	 menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; 
4.	 meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; 
5.	 kehancuran ekologi pulau-pulau; 
6.	 teJjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan. 
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4 Koosep Perizinao 

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk 

mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya. 

Manurut Nugraha (2005) keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilakukan dalam 

bentuk pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Keterlibatan 

dalam "pengendalian langsung" diwujudkan oleh Pemerintah dengan memberikan 

berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai 

kegiatan pemerintahan. Dengan adanya perizinan tersebut, berarti setiap pihak 

yang akan melakukan usaha pertambangan, memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

hams dipenuhi. Dengan demikian pelaksanaan pengusahaan pertambangan dapat 

dikendalikan dengan tertib oleh perizinan tersebut secara langsung. Keterlibatan 

dalam "pengendalian tak langsung", diwujudkan oleh Pemerintah dengan 

membuat berbagai peraturan perundang-undangan atau disebut regulasi yang 

dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan tersebut. 

Dengan adanya peraturan perundang-undangan, berarti pemerintah sudah turut 

mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan secara tidak langsung. 

Dijelaskan oleh Wibawa (1994) bahwa peran pemerintah daerah dalam 

pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara 

langsung dengan masyarakat, baik sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kepentingan pemerintah daerah 

terhadap pelayanan perizinan juga sangat tinggi karena perizinan mempengaruhi 

pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan 

retribusi serta penerbitan izin diserahkan kepada pemerintah daerah menurut 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah 
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juga dapat membuat pajak lokal, retribusi, dan perizinan melalui peraturan daerah. 

Namun, khususnya untuk mencegah terjadinya pungutan pajak dan retribusi yang 

berlebihan serta perizinan yang menghambat, pemerintah pusat tetap memegang 

kendali terhadap peraturan daerah melalui kajian kesesuaian kebijakan akan dan 

peraturan daerah dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. 

Menurut Swerdlow (1975), izin merupakan bentuk pemaksaan dari 

kegiatan administrasi, yang pada dasamya sistem perizinan mencakup : 

(a) meletakan standar perizinan 
(b) melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin 
(c) membentuk prosedur permohonan perizinan 
(d) memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar 

yang telah ditentukan yang akan berdampak pada perbaikan 
hukum 

pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintahan dan 
izin mempunyai tiga fungsi, yaitu: To limit the number ofrecipients; 
To ensure that the recipients meet minimum standards; To col/ect 
funds. 

lzin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi negara. Berge (1992) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan 

izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga 

masyarakat. Izin merupakan perkenan bagi suatu tindakan yang karena a1asan 

kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah. Dengan 

mendasarkan tindakan-tindakan administrasi negara pada suatu sistem perizinan, 

berarti pembuat undang-undang dapat mencapai berbagai tujuan pemberian 

perizinan, yaitu : 

(a) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan terhadap aktivitas 
tertentu; 

(b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan); 
(c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin tebang,	 lZln 

membongkar); 
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(d) Hendak	 membagi benda-benda yang sifatnya terbatas (izin 
penghunian); 

(e) Memberikan pengarahan dengan cara menyeleksi (izin dimana 
seorang pengurus hams memenuhi syarat tertentu). 

Jadi izin digunakan oJeh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga 

agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. 

Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan gejaJa yang penting 

dengan semakin berkembangnya bidang-bidang penguasaan oleh pemerintah pada 

negara modern saat ini. 

Mengacu pendapat Berge diatas, maka pengendalian oleh Pemerintah 

dapat berbentuk izin, pelepasan atau pembebasan (dispensasi) dan konsesi. 

Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan 
terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian 
tersebut dapat diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi 
pemberian izin tertentu. Dengan demikian penolakan izin dapat 
dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi 
atau bila karena suatu aJasan tidak mungkin memberi izin kepada 
semua orang memenuhi kriteria. Jadi penguasa memberi aJasan 
kesesuaian tujuan yang dianggap perlu untuk menjaJankan pemberian 
izin dan membatasi jumlah pemegang izin. 

Pelepasan atau pembebasan (dispensasi) merupakan pengecuaJian dari 
aturan umum yang pada dasarnya harus ditaati atau wajib 
dilaksanakan, sehingga menjadi tidak wajib lagi untuk ditaati. 

Konsesi yang merupakan salah satu bentuk izin, adaJah segenap 
aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang selayaknya 
dijalankan oleh penguasa sendiri, namun tidak dijaJankan oleh 
penguasa karena dianggap belum mampu, tetapi dijaJankan oleh pihak 
ketiga. Hal ini berhubungan dengan tindakan yang oleh penguasa 
dianggap sangat perlu, namun dibiarkan dilakukan oleh perusahaan­
perusahaan swasta dengan diberikan syarat tertentu. Oleh karena itu 
pemegang konsesi dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu dan 
pada sisi lain ditetapkan pula hak-hak tertentu dari pemegang konsesi. 
Dengan demikian konsesi didasarkan pada suatu persetujuan, dalam 
mana hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dicantumkan. 
Biasanya konsesi berkaitan pula dengan jangka waktu yang lebih 
panJang. 
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Kata penzman tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tabun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. 

Dengan demikian menurut Nugraha (2005) secara eksplisit landasan perizinan di 

Indonesia belum mempunyai landasan konstitusional. Namun secara implisit 

ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea N yang 

menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu : 

1.	 Melindungi segenap tumpah darah Indonesia: Dari kata 
"melindungi" dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu dibuat peraturan untuk perlindungan terhadap karya 
bangsa Indonesia. 

2.	 Memajukan kesejahteraan umum: Dari kata "memajukan 
kesejahteraan umum" dapat disimpulkan bahwa untuk 
meneapainya perlu dibuat peraturan untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh bangsa dan negara dan meneegah hal-hal 

yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan tersebut 
3.	 Mencerdaskan kehidupan bangsa: Dari kata "meneerdaskan 

kehidupan bangsa" : wajib dibuat peraturan misalnya yang 
malindungi tata niaga perbukuan. 

4.	 Ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian: dari 
kata "ikut serta....", dapat dilakukan rnisalnya dengan penetapan 
prosedur ekspor impor dan tata niaga antar masing-masing negara 
supaya tertib. 

Selanjutnya kepada Pemerintab diberikan hak untuk masing-masing mengatur 

secara lebih rinei, yang antara lain dapat melalui perizinan. Dalam hubungannya 

dengan penelitian ini, maka pelaksanaan kekuasaan Negara berdasarkan UUD 

1945 Pasal 33 babwa kepemilikan mineral sesuai amanat konstitusi berada di 

tangan bangsa Indonesia, dimana disebutkan bahwa burni, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalarnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat Kepemilikan ini lebih lanjut dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: 
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semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum 
pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan a1am 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional 
bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan 
oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Dengan dernikian bahan galian mineral adalah milik bangsa Indonesia atau rnilik 

seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Negara hanya diberi "hak penguasaan" saja 

agar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam bentuk kuasa 

pertambangan (KP) yang merupakan bentuk perizinan. Peranan administrasi 

negara memang nampak dominan dalam perizinan, karena banyak peraturan yang 

berasal dari organ adrninistrasi negara. Kenyataannya masyarakat yang 

membutuhkan izin akan meminta kepada institusi dalam administrasi negara yang 

mempunyai kewenangan untuk memutuskan, dikabulkan atau ditolak permohonan 

tersebut. Jadi membicarakan izin berarti membicarakan peran administrasi negara. 

Izin pada mulanya dikenal pada saat individu maupun korporasi akan melakukan 

usaha, dimana dibutuhkan izin dari penguasa di wilayahnya. Izin dibutuhkan 

dengan alasan: 

a.	 Penguasa ingin mendapat pajak dan berbagai pungutan; 

b.	 Penguasa ingin mencatat dan mengetahui jenis kegiatan dan usaha 
yang berada di wilayahnya; 

c.	 Penguasa ingin mengatur kegiatan perekonornian di daerahnya; 

d.	 Terkadang digunakan untuk kepentingan penguasa itu sendiri, 
misalnya, dengan membatasi pemberian izin usaha tertentu yang 
akan diberikan kepada pihak tertentu yang mempunyai hubungan 
kedekatan; 

e. Untuk pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan di daerahnya 

f Untuk kepentingan hukum, kewajiban mematuhi aturan hukum; 

g.	 Untuk kepentingan kepastian berusaha; 

h.	 Berkaitan dengan berbagai segi lainnya: keamanan, kesejahteraan, 
kernasyarakatan, sosial, Iingkungan dan sebagainya. 
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Dalam Nugraha (2005) menambahkan penjelasan bidang perizinan secara 

umum masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perizinan, yaitu izin yang 

bersifat perdata dan izin yang bersifat publik. Dalam pelaksanaannya kedua 

perizinan tersebut dikenal dengan sebutan yang sarna, yaitu "izin", padahal kedua 

izin tersebut berbeda dalam isi dan kewenangannya. Izin yang bersifat perdata 

diberikan oleh perorangan kepada anggota masyarakat, misalnya: izin dari 

seseorang untuk memasuki rumah seseorang. Izin yang bersifat publik, diberikan 

oleh pejabat yang berwenang, baik kepada perorangan maupun kepada badan 

hukum tertentu. Contoh bentuk-bentuk perizinan di bidang pertambangan adalah 

"kuasa pertambangan", dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1967, bahwa KP diberikan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kuasa 

pertambangan merupakan salah satu bentuk perizinan di bidang pertambangan 

yang bersifat publik dan merupakan pelaksanaan dari fungsi pemerintahan di 

dalam organisasi Negara. 

Berdasarkan pendapat Nugraha (2005) izin yang termasuk dalam bentuk 

ketetapan mempunyai empat UDsur di dalamnya. 

a.	 Adanya perbuatan hukum : sebagai perbuatan hukulD, maka 
ketetapan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak tertentu 

b.	 Bersifat sebelah pihak : ketetapan merupakan perbuatan sebelah 
pihak yang berdasarkan hukum publik, jadi tetap mengikat 
masyarakat. Berarti perbuatannya mencerminkan kehendak satu 

pihak saja, yaitu pihak pemerintah yang mempunyai wewenang, 
sehingga walaupun bersifat sebelah pihak tetapi tetap mengikat 
umum. 

c.	 Dalam lapangan pemerintahan : yang membuat ketetapan dan 
yang melaksanakan peraturan adalah fungsi dari pemerintah yang 
dilakukan oleh badan pemerintah (eksekutit), bukan oleh 
peradilan (yudikatit) atau bukan juga oleh pembuat peraturan 
perundang-undangan (Iegislatit). Dengan perkataan lain, 
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ketetapan adalah perbuatan pemerintah yang khusus berada dalam 
lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau 
badan-badan pemerintah. 

d.	 Berdasarkan kekuasaan khusus : kekuasaan khusus adalah 
kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan 
khusus kepada pemerintah saja dan tidak diberikan kepada badan­
badan lainnya (Iegislatif dan yudikatit). 

Izin yang merupakan Keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual, 

konkrit, kasual dan eenmaalig. Maksudnya adalah bahwa perizinan harns: 

1.	 bersifat individual, artinya perizinan ditujukan kepada subjek 
hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau barlan hukum 
tertentu. 

2.	 bersifat konkrit, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk 
suatu hal tertentu. Jadi tidak bersifat abstrak seperti peraturan 
perundang-undangan yang mengatur umum. 

3.	 bersifat kasual, artinya bahwa ketetapan tentang perizinan 
ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu, yang memerlukan 
dispensasi dari pejabat yang berwenang. 

4.	 bersifat eenmaalig, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu 
kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kaIi terhadap suatu 
penetapan. Semua keputusan yang diambil oleh pejabat 
pemerintah pada dasamya atas permohonan tertulis dan dapat 
diulang bila permohonan ditolak. 

5	 Konsep Kewenangan 

Dalam Nugraha (2005) menjelaskan secara umum kewenangan merupakan 

kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak 

untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat 

secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi 

pemerintah. 

Kewenangan publik menurut Peter Leyland (1999) mempunyai dua ciri 

utarna, yaitu : (a) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah 

mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan (b) setiap 
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keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik, dalam 

arti melakukan pelayanan publik. 

Menurut Prayudi (1994) kewenangan terdiri atas beberapa wewenang, 

adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

suatu badan pemerintahan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang­

wewenang. Wewenang adaJah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

publik, misalnya wewenang menandatangani surat izin dari seorang pejabat atas 

nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi 

kewenangan). 

Pemerintah mempunyai wewenang, sehingga berhak untuk mengeluarkan 

perintah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan membuat suatu peraturan 

perundang-undangan. Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang adalah 

sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. 

Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang 

memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik 

bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum. Nugraha (2005) menjelaskan 

sebagai berikut: 

Untuk itu setiap pejabat administrasi negara dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, terlebih dahulu dilekatkan 
dengan sebuah kewenangan yang sah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, yang merupakan sumber kewenangan bagi 
seorang pejabat administrasi negara. Dengan demikian setiap 
perbuatan pejabat administrasi negara harns mempunyai landasan 
kewenangan yang sah, yang dijadikan sumber yang sah untuk 
melakukan tindakan tertentu dalam bidang publik. Untuk 
memperoleh wewenang pemerintaban tersebut, dapat bersumber dari 
tiga cara pelekatan kewenangan: 

Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang barn, yang 
sebelumnya tidak ada, oleh suatu peraturan perundang-undangan 
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, secara penuh. Berarti 
pelekatan kewenangan atribusi merupakan pembentukan 
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kewenangan barn, yang sebelumnya tidak dan khusus di bidang 
pemerintahan. Pelekatan tersebut dimiliki oleh pemegang 
wewenang, secara penuh, dalam arti juga termasuk kewenangan 
untuk membuat kebijakan yang berlaku keluar dan ke dalam, yang 
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu penerima kewenangan berdasarkan atribusi, bertanggung 
jawab juga secara penuh. 

Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang tela hada yang berasal 
dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tidak 
secara penuh. Karenanya delegasi kewenangan selalu didahului oleh 
adanya kewenangan atribusi. Kewenangan yang didelegasikan 
diberikan tidak secara penuh, dalam arti bahwa, tidak termasuk 
kewenangan untuk membentuk kebijakan yang dapat berlaku ke 
dalam dan ke luar. Tanggung beralih ke tangan penerima delegasi 
kewenangan, sejauh yang didelegasikan. 

Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat) 
kepada mandataris (penerima mandat), untuk atas nama pemberi 
mandat membuat keputusan administrasi negara atau melakukan 
tugas tertentu. Dengan demikian, wewenang tetap berada di tangan 
pemberi mandat, demikian pula tanggung jawab tetap berada di 
tangan pemberi mandat. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Nugraba (2005) Wewenang adalah kekuasaan 

yang mempunyai landasan hukum agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Keseluruhan wewenang pemerintah 

dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak 

mungkin melahirkan keputusan yang sah. Adapun sifat dari wewenang 

pemerintah adalah : (a) Terikat pada suatu masa tertentu, (b) Tunduk pada batas 

materi kewenangan tertentu; (c) Tunduk pada wilayah berlakunya wewenang. 

Penggunaan wewenang pemerintah wajib tunduk pada hukum administrasi 

negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Menurut Prayudi (1994) 

wewenang publik tersebut terdiri atas dua kekuasaan yang luar biasa, yaitu: 

a. Wewenang PreaIabeL yaitu wewenang untuk mengambil 

keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih 

dahulu kepada pihak rnanapun; 
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Dalam Negara Kesatuan Indonesia, di samping terdapatnya administrasi 

pemerintahan terpusat (sentralisasi) terdapat pula administrasi pemerintahan 

daerah. Terbentuknya administrasi pemerintahan di daerah di dasarkan atas 

dekonsentrasi dan desentralisasi. Menurut Maddick (1966) dekonsentrasi adalah : 

"The delegation ofauthority adequate for the discharge ofspecifiedfunctions to 

staff of a central department who are situated outside the head quarters". 

Sementara desentralisasi diartikan oleh Mawhood (1983) adalah : 

"The creation ofbodies separated by law from the national centre, in 
which local representatives are given formal power to decide on a 
range ofpublic issues. Their political base is the locality and not the 
nation. Their area of authority is limited, but within that area their 
right to make decisions is entrenched by the law and can be altered 
only by new regulation. They have resources, which subbject to the 
stated limits are spent and invested at their own discretion". 

Dalam rangka desentralisasi dibentuk provinsi, kabupaten dan kota 

Khusus provinsi di samping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah 

administrasi dalarn rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu Gubernur berperan 

ganda sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah. Di samping 

pembentukan daerah otonom dalarn rangka dekonsentrasi dilakukan penyerahan 

kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Dalam 

penyerahan kewenangan dari Pemerintah kepada daerah otonorn, menurut 

Maddick (dalam Hossein, 2000) dikenal dua macam cara, yaitu: 

I.	 Pertarna, dengan cara penyerahan wewenang open end 
arrangement, yaitu cara penyerahan wewenang untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan 
umurn, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai 
urusan pemerintahan yang tidak dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan atau tidak termasuk dalarn yurisdiksi 
pemerintahan yang lain. Cara penyerahan wewenang seperti ini 
tanpa didahului atau disertai dengan rincian wewenang tertentu 
oleh Pemerintah. 
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b.	 Wewenang Ex Officio, yaitu wewenang yang karena 
kedudukannya maka semua keputusan yang diambilnya mengikat 
secara sah kepada seluruh warga masyarakat dan tidak dapat 
dilawan dengan cara biasa, tetapi harus melalui jalur hukum yang 
sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Senada dengan pendapat Prayudi tersebut, Purbopranoto (1981) 

menyatakan bahwa, seorang pejabat administrasi negara dalam menjalankan 

kewenangannya dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 

tindakan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut adalah : (1) bahwa tindakan 

pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 

kepentingan umum, (2) tidak boleh melawan hukum baik formil maupun meterilJ, 

(3) tidak boleh melampaui kewenangannya menurut kompetensinya. 

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh seorang 

pejabat adrninistrasi negara dalam mengambil suatu kebijakan, Prayudi (1994) 

menambahkan perJu adanya suatu ketegasan mengenai pelimpahan dalam 

membuat peraturan oleh pejabat adrninistrasi negara, yaitu: 

(a) Undang-undang	 harus menetapkan asas yang tidak dapat 
dijabarkan atau diinterpretasikan lebih lanjut; 

(b) Pendelegasian ditentukan secara tegas dengan menetapkan pasal 
yang bersangkutan dengan hal yang dapat didelegasikan, dan 
menetapkan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan 
semacam suatu pedoman untuk pejabat adrninistrasi negara. 
Mensyaratkan dengan undang-undang agar sebelumnya diadakan 
studi yang cukup; 

(c) Undang-undang menetaspkan berat dan jenis sanksi hukum bagi 
pelanggaran peraturan; 

(d) Pelimpahan dilakukan hanya kepada pejabat adrninistrasi negara; 

(e) Undang-undang	 menetapkan diadakannya badan untuk 
menampung keluhan, pengaduan atau gugatan. 
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2.	 Kedua, dengan cara penyerahan wewenang ultra vires doctrine, 
yaitu penyerahan wewenang dengan menggunakan rincian 
kewenangan, sehingga daerah otonom hanya berwenang 
melakukan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dan 
dirinci terlebih dahulu oleh pemerintah. 

Dari perspektif ajaran rumah tangga daerah sebagaimana dikemukakan 

oleh Marzuki (2006), disebutkan terdapat tiga cakupan kewenangan otonomi 

daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tanggan daerah, yaitu (I) 

Kewenangan mengatur rumah tangga secara materiil, (2) Kewenangan mengatur 

rumah tangga sendiri secara formal, (3) Kewenangan mengatur rumah tangga 

sendiri secara riil. 

1.	 Kewenangan mengatur rumah tangga sendiri secara materiil 
yaitu pemberian kewenangan mengatur rumah tangga kepada 
Daerah yang didasarkan alas pembagian cakupan tugas secara 
tegas dan rinci antara Pemerintah dan daerah otonom dalam 
undang-undang pembentukannya. Kewenangan daerah otonom 
dalam mengatur rumah tangganya dicantumkan seeara tegas dan 
rinci. Apa yang tidak dicantumkan dalam undang-undang 
pembentukan daerah, tidak termasuk kewenangan daerah 
otonom, tetapi tetap berada daJam kewenangan Pemerintah. 

2.	 Kewenangan mengatur rurnah tangga secara formal tidak 
membatasi kewenangan otonomi daerah. Daerah otonom bebas 
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting 
dan berguna bagi daerahnya. Kewenangan otonomi daerah ticlak 
dirinci secara limitatif daJam undangundang pembentuknya. 
Satu-satunya pembatas daerah otonom adalah tidak boleh 
mengatur dan mengurus hal ikhwal penyelenggaraan 
pemerintahan yang te!ah diatur oleh peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi. 

3.	 Kewenangan mengatur rumah tangga daerah sendiri secara riil, 
yakni kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom guna 
mengatur dan mengurus hal-hal tertentu, berdasarkan kondisi 
kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan. Setiap 
waktu, urusan-urusan yang diberikan kepada daerah dapat 
ditambah dan diperluas dengan urusan-urusan lain sesuai kondisi 
dan kemampuannya kelak. Sistem pemberian kewenangan secara 
riil ini, tidak melepaskan prinsip kewenangan mengatur rurnah 
tangga secara formal, namun substansi otonomi yang diberikan 
kepada daerah otonom didasarkan pada kondisi dan kemampuan 
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sumber daya daerah ketika dibentuknya, agar dapat segera 
bekerja. 

Secara konseptual, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi 

merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa, 

pemerintahan demokrasi, kemandirian, efisiensi administrasi, dan pembangunan 

sosial ekonomi. Beragamnya tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi, 

maka tiap negara membuat skala prioritas tujuan desentralisasi. Oleh karena itu 

terdapat berbagai variasi mengenai skala prioritas tujuan desentralisasi antar 

negara dan antar kurun waktu dalam suatu negara sebagai hasil kekuatan-kekuatan 

yang berpengaruh (Halligan & Aulich, 1998). 

Menurut Hoessein, (2000) dengan diselenggarakannya desentra1isasi tidak 

berarti ditinggalkannya asas sentralisasi karena keduanya tidak ditempatkan 

sebagai dikotomi, tetapi sebagai suatu rangkaian kesatuan. Begitu juga Prasodjo 

(2005) pada hakekatnya sentralisasi dan desentralisasi merupakan sebuah 

kontinum, bukan sebuah dikotomis. Sebagai sebuah kontinum, sentralisasi dan 

desentralisasi bergerak dari satu titik pendulum ke titik pendulum yang lain. 

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan kombinasi kekuatan yang bersifat 

sentripetal (sentralisasi) dan kekuatan sentrifugal (desentralisasi) secara 

bersamaan. Tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi, 

sekalipun selalu terdapat beberapa kewenangan yang hanya diselenggarakan 

secara sentra1isasi saja. Sebaliknya, tidak ada satu negara yang hanya 

menyelenggarakan desentra1isasi saja, sehinggli tidak terdapat pengaturan yang 

bersifat sentral nasional. 
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Dalarn Kaho (2001) kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi 

sebagai: "penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik berupa kepailQ 

pejabat pusat yang di daerah disebut dekonsentrasi maupun kepailQ badan-badan 

otonom daerah yang disebut devo/ust'. Devolusi berarti sebagian kekuasaan 

diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, diikuti dengan penyerahan 

kekuasaan sepenuhnya untuk mangambil keputusan, baik secara politis maupun 

seeara administratif. 

Sementara itu, Bryan dan With (dalam Kaho, 2001) menegaskan bahwa 

desentralisasi adalah: "Tranfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam 

desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik". Desentralisasi administrasi 

berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan yang di berikan kepada pejabat 

pusat ditingkat lokal. Sebaliknya, desentralisasi politik adalah pemberian 

kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap 

sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan 

lokal, dengan tujuannya demi pemberdayaan lokal. 

Dalarn Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah telah mengkonstruksikan kedua macam desentralisasi tersebut dalam 

bingkai normatif pemerintahan daerah pasca reformasi. Kabupaten (dan kota) 

dipandang merupakan ujung tombak dalarn proses desentralisasi politik, yang 

dirancang sebagai Daerah Otonom. 

Maddick (2004) mengaitkan urgensi desentralisasi dengan kebutuhan 

dalam kesadaran masyarakat dan untuk kedewasaan politik apabila program baik 

untuk daerah maupun pusat malta pelakasanaanya akan lancar, berjalan dengan 

penuh semangat, dan harapannya akan menjadi kenyataan tanpa pemberontakan 
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dan kekerasan. Rancangan penyelenggaraan sistern pemerintahan kabupaten 

semacam itu dinilai mengkonstruksikan sistem pemerintahan lokal, yang 

bertumpu atas kemandirian dan bercorak civilized. Hal tersebut tentunya tidak 

lepas dari pengaruh TAP MPR Rl No. XVIMPRlI998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yang Berkeadilan; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR itu secara tegas 

mencanangkan beberapa kerangka pokok desentralisasi, yaitu: 

I.	 Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
kepada Daerah; 

2.	 Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan 
Daerah; dan 

3.	 Otonorni Daerah yang berlandaskan prinsip demokrasi dan 
memperhatikan keanekaragaman daerah. 

Gagasan Juliantara (2004) yang mewacanakan istilah "desentralisasi 

kerakyatan" merupakan proses penghalusan bahasa (euphemism) yaitu 

desentralisasi yang dilakukan dengan sungguh berfokus pada rakyat dalam arti 

sesungguhnya berdasarkan sendi negara kerakyatan. Rincian kebijakan dan 

pembagian kewenangan antara Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan kabupaten kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pernerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota. 

Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten!Kota dilihat 

dari segi kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber 

daya mineral khusus sub bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah 
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6 

menunjukkan bahwa dari 27 kewenangan pemerintah pusat, yang menjadi wusan 

pemerintah provinsi dan kabupatenlkota sebanyak 18 urusan, selengkapnya tertera 

pada lampiran 2. 

Implementasi Pengelolaan Perizinan 

Pada kamus Webster (dalam Wahab 2001) terdapat rumusan implementasi 

sebagai 'to implement' (mengimplementasikan) yang berarti "to provide the 

means for carrying out". Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan 

bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 

kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan dan sebagainya). 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam wahab, 200 I) menyatakan 

bahwa implementasi adalah memabami apa yang senyatanya tetjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan 

akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Maarse (dalam Sunggono, 1994) berpendapat bahwa implementasi 

kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana 

tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut 

Sunggono (1994) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan 

ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan 
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politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak 

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Dilihat dari kepemilikan objek perizinan, Ogus (2004) menyatakan bahwa 

terdapat dua klasifikasi izin publik. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek 

yang bersifat mempunyai kepentingan publik (public interest) sehingga tidak ada 

hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan public 

goods dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Bentuk kedua, 

pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (public ownership) 

berati terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Jadi 

merupakan izin yang terkait dengan adanya hak bangsa, sehingga izin yang 

diberikan akan berdampak pada kewenangan yang besar dan berbagai hal terkait 

hak dan kewajiban bagi penerima izin. Oleh karena itu izin yang dibuat 

sehubungan dengan kategori public ownership, harus dibuatkan juga dalam suatu 

perjanjian yang memuat hak dan kewajiban penerima izin. 

Prayudi (1994) menarnba1L1can bahwa Peraturan yang menjadi dasar 

pembentukan atau penerbitan izin dilihat dari sumbernya ada dua kategori, yakni: 

I.	 Pertama Hukum Administrasi Negara Otonom, yaitu hukum 
operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan administrasi 
negara sendiri. Oleh sebab itu dapat diubah oleh Pemerintah 
atau administrasi negara setiap waktu diperlukan, dengan tidak 
melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas 
kepentingan umum. Sumber Hukum Administrasi Negara 
Otonom adalah undang-undang, yurisprudensi dan teori. 

2.	 Kedua, Hukum Administrasi Negara Heteronom yaitu hukum 
yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi 
negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar atau diubah oleh 
administrasi negara. Sumber dari Hukum Administrasi Negara 
Heteronom adalah UUD, Tap MPR dan Undang-Undang. 
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Dengan pemberian izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk 

melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal tersebut merupakan 

suatu perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan 

pengawasan khusus atasnya. Dengan demikian pemberian izin oleh pejabat yang 

berwenang didahului oleh suatu permohonan. Pengertian tersebut sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Berge (1992) bahwa izin merupakan suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

perundang-undangan. 

Dalam Salim (2005) Hak penguasaan yang dimiliki oleh Negara ini 

dilaksanakan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen 

(sekarang Kementerian Negara) Energi dan Sumber Daya Mineral (sesuai 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Fungs~ Tugas Pokok, 

Kedudukan dan Struktur Organisasi Kementerian Negara). Selanjutnya 

Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri ESDM beserta 

aparatumya di bawahnya, dapat memberikan "hak pengusahaan" kepada para 

pengusaha untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan demikian 

kewenangan pemberian penZlDan untuk melakukan usaha di bidang 

pertambangan, adalah merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral beserta seluruh aparatur di bawahnya. 

Pejabat yang berwenang memberikan perizinan di bidang pertambangan, 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, ada1ah : 

(a) Bupatil	 Walikota : berwenang menerbitkan Surat Keputusan 
Kuasa Pertambangan apabila Kuasa Pertambangannya terletak 
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dalam wilayah Kabupaten! Kota dan! atau sampai wilayah laut 4 
mil Iaut; 

(b) Gubemur	 : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa 
Pertarnbangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak 
daJam beberapa wilayah Kabupaten! Kota dan tidak dilakukan 
keIjasama antar Kabupaten! Kota rnaupun antar Kabupaten/ Kota 
dengan Provinsi, dan! atau di wilayah laut yang terletak antara 4 
sarnpai 12 millaut; 

(c) Menteri	 : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa 
Pertarnbangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak 
daJam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan keIjasama 
antar Provinsi, dan! atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 
millaut. 

B.	 Penelitian Terdabulu 

Pada prinsip penelitian terdahulu dibidang kebijakan dan kewenangan 

pemerintah daerah urusan perizinan dapat digunakan untuk menjadi dasar 

melakukan penelitian selanjutnya yang bersifat pengembangan atau pengujian 

ulang terbadap hasil yang telah diperolah, apakab masih mempunyai basil yang 

sarna setelah diuji pada waktu berbeda atau memang mempunyai hasil yang 

berbeda sama sekaJi. Hasil pengujian tersebut bermanfaat untuk memperkuat basil 

penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa suatu faktor tertentu 

mempunyai pengaruh terhadap faktor yang di teliti. Kemudian hasil penelitian 

dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan dibidang pengelolaan izin usaha 

pertarnbangan. Tabel 4 tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya yang paling 

mendekati dengan penelitian ini. 

41540.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



52 

Tabel 1 
Hasij Penelitan Terdahulu 

No. Peneliti Keterangan Iudul / Kesimpulan 

1 Arnran (2003) Kabupaten Langkat HasH penelitian di menjelaskan 
bahwa Bupati Langkat telah 
mengambil suatu kebijakan tentang 
Pengelolaan Izin usaha 
pertambangan bahan galian C 
terutama dalam bentuk Perda No. 
38 Tahoo 2002 tentang Retribusi 
!zin Kuasa Pertambangan Umum. 

2 Tri Hayati 
Disertasi 

Universitas Indonesia 
Fakultas Hukum 
Program Pascasarjana 
Program Studi Doktor 
IlmuHukum 
Iakarta 19 November 
2011 

Perizinan Pertambangan 
Di Era Reformasi Pemerintahan 
Daerah 
Studi Tentang Perizinan 
Pertarnbangan Timah 
Di Pulau Bangka 

3 Mahrudin 
Iumal Studi 
Pemerintaban 
Volume 1 Nomo 
1 Agustus 2010 

Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri 
Sultan Qaimuddin 
Kendari 

Konflik Kebijakan 
Pertambangan Antara 
Pemerintah Dan Masyarakat Di 
Kabupaten Buton 

4 Frida Rissamasu, 
RahimDarma 
dan Ambo Tuwo 

Pengelolaan Penambangan 
Bahan Galian Golongan C 
Di Kabupaten Merauke 

5 Erika FHU12009 Penyelesaian Sengketa Kegiatan 
Penenaman Modal Asing di 
Bidang Pertambangan Minerba 

6 Lili Susanti Skripsi 
Universitas Andalas 

Peranan Pemerintah Kabupaten 
Dalam Penertiban Penambangan 
Emas Tanpa Izin Studi: 
Penambangan Emas Tanpa Izin di 
Nagari Lubuk Gudang Kecamaan 
Sangir Kabupaten Solok Selatan 

7 Aprae Vico 
Ranan 

FHU12010 Peran Pemerintah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah 
Dalam Menjalankan Fungsi 
Pengawasan 
Terhadap Usaha Pertambangan 
Mineral Dan Batubara di 
Kalimantan Ten~ah 

9 Muhammad 
Reza Alfiandri 

Skripsi 
Fakultas Hukum 
Program Studi limn 
Hukum, 2012 

Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin 
Usaba Pertarnbangan 
Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 4 Tentang Mineral Dan 
Batubara 
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Namun demikian ada pula penelitian yang sarna sekali baru dan belum 

pemah diteliti sebelumnya. Penelitian ini biasanya ditujukan untuk memperoleh 

pengetahuan baru mengenai hubungan atau pengaruh suatu faktor yang lain. 

Penelitian Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan dalam Mengelola 

Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil bukanlah merupakan replika 

(pengulangan) dari penelitian sebelumnya. Karena analisa yang dipergunakan 

dalam penelitian tidak sarna dengan penelitian terdahulu. 

C. Kerangka Pemikiran 

Denhardt (1995) menjelaskan ketertarikan banyak ilmuwan administrasi 

publik untuk mempelajari ilmu kebijakan disebabkan karena kebijakan publik 

merupakan output utama dari pemerintah. Pemerintah setiap saat memproduksi 

kebijakan publik dan kebijakannya mempengaruhi rakyat banyak. 

Berkembangnya ilmu kebijakan juga didorong oleh kebutuhan praktik, terutama 

keinginan pemerintah untuk mempercepat proses perubahan sosial. 

Fokus penelitian kebijakan ini adalah pada pelaksanaan implementasi 

kebijakan dan dampak implementasi kebijakan terhadap pembagian kewenangan 

dalam mengelola izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian 

ini tidak mempersoalkan isi kebijakan., tetapi lebih banyak pada bagaimana isi 

kebijakan itu bisa dipahami dengan benar oleh agen pelaksana dan stakeholders 

sehingga sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan sesuai dengan semangat 

yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan adalah 

proses yang sangat kompleks yang melibatkan serangkaian subproses dari input 

sampai dengan terwujudnya output kebijakan. Keberhasilan implementasi 
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kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dengan 

kepentingan agen-agen pelaksana dan stakeholders dari kebijakan itu. Bagaimana 

keuntungan dan kerugian dari kebijakan itu didistribusikan kepada berbagai 

kelompok stakeholders, agen pelaksana, interaksi antara isi kebijakan dengan 

kepentingan stakeholders, serta dinarnika dari lingkungan kebijakan akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pola hubungan antar 

variable tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai mana 

terlihat pada gambar berikut : 
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Gambar2
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METODE PENELITIAN
 

A. Desain penelitian 

Penelitian tentang Inplementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam 

Mengelola Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil ini 

menggunakan metode penelitian kua1itatif. Menurut Sugiyono (2007), Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang aJami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci sel1a basil 

penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada 

menggeneraJisasikan obyek penelitian. 

Metode penelitian kua1itatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi 

lapangan, lebih peka terhadap perubahan polalnilai dan babkan data yang ada di 

lapangan (Moleong, 2002:5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap 

fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomenalkejadian 

memperoleh prioritas yang tinggi daJam penelitian kua1itatif daripada interpretasi 

terhadap pengukuran data. Teori daJam penelitian kua1itatif tidak semata-mata 

dimaksudkan untuk dibuktikan (verification), namun dapat saja untuk 

dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (falsification). Dengan 

demikian penelitian kua1itatif menghasi1kan data deskriptif berupa kala-kala 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 

2002: 2). 
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B.	 Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi 

pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono. 2007: 207). Penelitian ini 

merupakan penelitian yang membahas pengaruh implementasi dan dampak 

kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan di 

Kabupaten Aceh Singkil, yang fokus penelitian ini adalah : 

1.	 Menganalisis implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam 

mengelola Izin Usaha Pertambangan (illP) di Kabupaten Aceh Singkil. 

2.	 Menganalisis dampak (hambatan) implementasi kebijakan pembagian 

kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan (illP) di Kabupaten 

Aceh Singkil. 

Analisis keberhasilan implementasi pembagian kewenagan dalam mengelola 

Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil analisanya sangat sesuai 

memakai teori yang disampaikan oleh Edwar III (1980) berupa Komunikasi, 

Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dan analisa dampak dari 

implementasi tersebut menurut pendapat Salim (2004) yang hams diperhitungkan 

akan digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kernungkinan ada temuan 

lain. Sehingga alur penelitian alam tergambar pada diagram berikut: 
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Gambar3 
Diagram Alur Fokus Penelitian 

Kebijakan Pembagian Kewenangan Pengusahaan Pertambangan 

Sentralisasi Dekonsenstrasi DesentralisasiI 

Implementasi Kebijakan 
Dekonsentrasi & Desentralisasi 

Komunikasi 
SumberDaya 
Disposisi 
Struktur Birokrasi 

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di lingkungan internal 

Kabupaten Aceh Singkil dan Iingkungan ekstemal Provinsi Aceh melibatkan 

berbagai stakeholder yang terkait bidang usaha pertambangan. Pertimbangan 

lainnya adalah bahwa peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga lebih mudah 

mendapatkan akses dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dalam penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 
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D. Teknik Analisa Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi analisa pengamatan menjadi 

3 (tiga) kelompok, yaitu pertarna penelitian tentang kebijakan, kedua penelitian 

tentang implementasi kebijakan dan ketiga pene1itian terhadap dampak 

implementasi kebijakan. Berikut tabel analisa penelitian yang diamati. 

Tabel2
 
P k b"akan yang lamah er asar an urutan t ahun
ene Ihan r' e IIi d' . b d k 

Tahun Kebijakan 

Pra Dokumentasi Sejarab Kebijakan Pengusahaan Pertarnbangan 
1945 
1945 Kebijakan publik tertinggi: Undang-Undang Dasar 1945 

(revisi hanya oleh Majelis Perrnusyawaratan Rakyat sebagai 
perwuiudan dari seluruh iakvat Indonesia). 

1958 00 No. 78 Penanaman Modal Asing 
1960 00 No. 37 Pertarnbangan 
1960 00 No. 5 Ketentuan Pokok Agraria 
1963 PPNomor20 Pedoman Pelaksanaan 00 NO.3 7/1960 
1966 Ketetapan MPRS pemanfaatan modal dari luar negeri, 

No.:xXIII/MPRS/1966 membuka kemungkinan investasi asing di 
bidang JJertambangan. 

1967 00 No. 1 Penanaman Modal Asing 
1967 00 No. 11 Ketentuan Pokok Pertambangan. 
1969 PPNomor 32 Peraturan Pelaksanaan 00. 1111967 

Ketentuan Pokok Pertarnbangan. 
1980 PPNomor27 Penggolongan Bahan-bahan Galian. 
1986 PPNomor37 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di 

bidang Pertarnbangan Kepada Pemerintah 
Daerah Tinld-at I (provinsi). 

1999 00 No. 14 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Aceh Simool 

1999 00 No. 22 Pernerintah&n Daerah. 
1999 00 No. 44 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 

Aceh 
2000 PP Nomor 129 Pedornan Pelaksanaan 00 No.2211999 
2001 00 No. 18 Otonorni Khusus BaW Daerah Istimewa Aceh 
2001 PPNomor75 Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan 

Provinsi seball:ai Daerah Otonom. 
2001 PPNomor75 Perubaban Kedua Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor II Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambam!an. 

2001 Perda Aceh NO.20 Susunan Organisasi Dan Tata KeIja Dinas 
Pertambangan Dan Energi Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh. 

2002 Perda Aceh No. 12 Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas 
Alam. 

2004 UUNo.32 Pemerintahan Daerah. 
2006 UUNo.ll Pemerintahan Aceh. 
2007 UUNo.8 Pembentukan Kota SulubussaJam. 
2007 PPNomor38 Pembagian Kewenangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 
2009 UUNo.4 Mineral dan Batubara 
2009 Peraturan Bupati Aceh 

Singkil Nomor 05 
tahun2009 

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 
Batubara 

Tabel3
 
Pengaruh Pada Imolementasl dari Ke 111 an
 

Dekonsentrasi 
Provinsi Aceh 

Desentralisasi 
Kabupaten 

Aceh Singkil 

Dinas / Instansi 
Terkait Pengurusan 

Perizinan 

I 

1 Komunikasi 

Dinas Pertambangan 
Provinsi Aceh 

2 SumberDava 
3 Sumber Dava Manusia 
4 Informas i 
5 Kewenanlllln 
6 Sarana dan Prasarana 
7 Disoosisi 
8 Struktur Birokrasi 

Tabe14
 
PeDl!aruh Pada Dam ak dari Imolementasl Kebil"akan
 

Desentralisasi di 
Kabupaten 

Aceh Singkil 
Biaya Langsung 

Biaya Tidak 
Langsung 

1 Dampak Internal 
Pemerintah Kabupaten Aceh 
SinlZkil 

Dalam pembahasan 
BabIV 

Dalam pembahasan 
Bab IV 

2 Dampak Ekstemal 
(Stakeholder) 

Tidak dibahas Tidak dibahas 

41540.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



61 

E.	 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan, 

dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Sumber data hasil 

dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk 

penelitian, pengujian suatu peristiwa (Moleong, 1999: 161), maupun yang tidak 

dipersiapkan untuk penelitian. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan 

untuk menganalisa, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumen yang akan 

dimanfaatkan dalam penel itian ini bisa berasal dari sumber mana saja, sepanjang 

berhubungan dengan kebijakan, misalnya dokumen Statistik Aceh Singkil Dalam 

Angka (ASDA), dokumen berupa arsip dan laporan pada lembaga pemerintah 

yang terkait. 

Pedoman wawancara dalam pene/itian Illi adalah sebagai berikut 

(Moleong, 1999: 136) : 

I.	 Menentukan subjek wawancara atau narasumber yang akan 
memberi informasi atau data penelitian. 

2.	 Mempersiapkan pokok permasalahan yang menjadi topik 
pembicaraan sesuai dengan tujuan wawancara. 

3.	 Mengawali sesi pertemuan dengan pembukaan yang terkadang 
diselingi sedikit basa basi. 

4.	 Melaksanakan wawancara menurut pedoman yang sudah disusun 
sambil membuat catatan kecil atau petikan wawancara. 

5.	 Menanyakan kebenaran dari kesimpulan wawancara kepada 
narasumber kemudian sesi wawancara ditutup. 

6.	 Menelisik dan menindaklanjuti hasil wawancara. 

Adapun yang menjadi informan (nara sumber) dalam penelitian ini antara 

lain: 
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I.	 Bappeda Provinsi Aceh. 

2.	 Kepala Seksi Data & Informasi Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Aceh. 

3.	 Bagian Ekonomi, Kepala Seksi Inventarisasi Penanaman Modal dan 

Perizinan, Setdakab Kabupaten Aceh Singlcil. 

4.	 Bappeda Kabupaten Aceh Singkil. 

5.	 Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Singkil 

6.	 Kepala Seksi Perizinan, KP2TSP Kabupaten Aceh Singkil. 

7.	 Camat Gunung Meriah. 

8.	 PT. Aneka Tambang Tbk (pT. ANTAM) sebagai Pemanfaatan Izin 

F.	 Teknik Pengumpulan Data 

Situasi sosial atau lokasi penelitian hams benar-benar merupakan ternpat 

dimana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul teljadi. 

Dalam menetapkan situasi sosial atau lokasi penelitian perlu mempertimbangkan 

beberapa kriteria sebagai berikut: (1) situasi sosial yang relatif banyak 

merangkum inforrnasi tentang cakupan dalam topik penelitian, (2) situasi sosial 

yang cukup sederhana untuk diamati, (3) situasi sosial yang relatif gampang 

dimasuki, (4) situasi sosial yang tergolong diperkenankan untuk diamati, (5) 

situasi sosial yang tergolong tak menimbulkan gangguan situasi apabila 

diobservasi, (6) situasi sosial yang berlangsung relatif sering, dan (7) situasi sosial 

yang memudahkan peneliti sekiranya hendak berpartisipasi (Faisal, 1990: 59-60). 
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SIMPULAN DAN SARAN
 

A. Simpulan 

Berdasarlcan pembahasan basil penelitian, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berupa: 

I.	 Pertanyaan pertama: Bagaimana implementasi kebijakan pembagian 

kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh 

Singkil? 

Setelah dilakukan ana1isa dan pembahasan dalam menjawab pertanyaan 

pertama, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1.	 Implementasi kebijakan yang berlaku berdasarkan ketentuan penmdang­

undangan untuk Kabupaten Aceh Singkil adaIah desentra1isasi 

kewenangan daIam mengelola izin usaha pertambangan. 

2.	 Atas dasar kebijakan desentra1isasi kewenangan, pengelolaanya 

dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi, yaitu: 

i. Sub Bagian Inventarisasi Penanaman Modal & Perizinan pada 

Bagian Ekonomi di Kantor Sekretaris Daerah Kabupalen Aceh 

Singkil untuk bahan Golongan A dan Golongan B yang 

memerlukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Aceh, dan 

ii. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP), untuk 

perizinan bahan galian Golongan C. 
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3.	 Berkenaan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil, 

bebempa kecamatan menjadi Kota Subulussalam te1ah dilakukan 

pemiihan pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan 

perundang-oodangan yang berlaku. 

2.	 Pertanyaan kedua: Bagaimana dampak implementasi kebijakan pembagian 

kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh 

Singkil? 

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan dalam menjawah pertanyaan 

kedua, peneliti mendapatkan kesimpulan: 

I.	 Dampak dari pemekamn wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota 

Sulubussalam adalah pengurangan sumberdaya antam lain: aparatur 

daerah, informasi, kewenangan, samoa dan pmsamnan. 

2.	 Berkurangnya personil aparatur daerah dan samran serta prasamna ke 

Kota Subulussalam berdampak langsoog terhadap pengurangan sumber 

daya dan aset Kabupaten Aceh Singkil. 

B.	 Saran 

Berikut ini penulis menyampaikan samn agar implementasi kebijakan 

pengelola izin pertambangan dapat berjalan sebagai mana mestinya yaitu: 

I.	 Disposisi perizinan masih menemukan hambatan, apalagi dasar inplementasi 

kebijakan pertambangan di Aceh berdasarkan Qanoo 12 tahoo 2002 

sedangkan pusat menerapkan Undang-Undang Minerba nomor 4 Tahoo 

2010. Disamnkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh ootuk segem membuat 

Rancangan Qanoo Baru dan diharapkan dapat dibahas dan disetujui dalam 

waktu dekat. 
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2.	 Kepada Bupati Aceh Singkil disarankan segera merancang Qanun dinas 

teknis (eselon II) atau pejabat eselon III khusus menangani bidang 

pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya, agar 

SOP pengelolaan izin bahan galian golongan A dan B dapat berjalan dengan 

baik. 
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Lampiran 1 

Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Aceh 

KABUPATEN BAHAN BALIAN 
POTENSI 

SUMBERDAYA KETERANBAN 

Ac:eh Besar Posfat 
I-:r"'r'-'a=.==---------t---.9v;9

140.000 tor 
tor",..,.3"'04~.00"""0+-

Guano sebagian d~ambang 
""""Su=d:;:ahT-d:;';ita:=m~ba=ng:':"====--1 

Diatome 700.000.000 tor Belum ditambang 
MaonesillSUPer1in~ 210.000.000 tor Belum ditambano 
Bijih Besi Magne~ 4.200.000 tor Sudah d~ambang 

Pasir Besi 720.000 tor Tldak aldif 
Ac:eh Jays Emas 

I-:B"'a"'t=u:o...,­0'am-n-p.ii,.,.....oo-.do-.lo,.,.....m-;:~
0.2 - 4 pplT 

-+--,..,5'"'.3"'5"'0,..;.0"00""'.0"'00-;:,7:'-torr.
Pisser belum ditambang 

.Be='I'=-um=d'"ila=m"7ba=ng===---1 
MalTnar 
Poslat 

900.000.000 ton 
77.000 ton 

Belum dilambang 
Belum dilambang 

Batubera 2.400 Ion Belum ditambeng 
Paslr kwarsa 255.000.000.000 Ion Kadar Si02 86-94% 
Andasil 870.000.000 ton Belum ditambana 

Sabang I-iPuz:-;::~0:::la:::nIT::.:.:r"a",s,--
Diatome 

9",.~0",00~.~0",00~
120.000 ton 

+ t
Balum ditambsng 

o3~Be::::;:Iu:::m,,-,;dilao=m,=,ba:=ng~------l 

Kaolin 
Balarang 
Andes~ 

32.800.000 Io
6.400 ton 

930.000.000 ton 

n 
Belum ditambang 
Belum ditambang 

Belum ditambano 

Panas Bumi 74,144 Mwe (tiDe Cl 
Pidie Emas, Persk, Tembaga 

Emas 
Tembaga 
Bijih Besi Magnelil 
PuzolanITras 

4 - 12 ppm (or,ton 
0,4 - 2,4 arltor

8 - 40 grlto
10.000 to

65.000.000 ton 

n 
n 

Endapan primer 
. Endapan sekunder 

Belum ditambano 

Primer belum ditambang 
Endapan sungei 

Diatome 1.400.000 ton Belum ditambang 

Aceh Barat I-iE,",m~a;cs= --l
Balubara 

_ DD,m2 (0'!ir'"Iton'2
350.900.000 ton 

...:0",."2";-i4;;.'"",, 'E;E",nda"""'PanS ,,,'sunaa~~;;;ii 0----.,
Kalori 42OQ..5600 

Dolomit 800.000.000 Ion Kadar Mgo 4-14% 
MalTnar 200.000.000 ton Abu-abu 
Postal 3.400 ton TIDe auano 

Nagan Raya I-iB"a;::tu=ba:::rac=.-
MalTner 
Dolom~ 

Ema. 

+_..-.-77iC'.~2,;00"'.~000~7ton3.;;4;:2OQ..;::='5600::;;;:":''!
1.110.000.000 Io

20.000.000 ton 
0 4 4 com 

n 
oo,,'r'::"":::',-­ .

Kadar Mao 4-8% 
Endaoan ...naa; 

Belum ditambeng 
, 

Abdya Biiih Besi Magnelil 12.900.000 Ion Primer 
MagnalillSupam~ 3.800.000 Ion Ba/um dilambang 
MalTner 3.431.000 Ion Belum ditambana 

Aceh Selatan Bijih Basi Magne~ 1.200000 10 Primer 
Manaan 4.200.000 ton Primer 
MalTner 160.750.000 Ion Wama abu-abu kristalin 

Subulussalam IBiiih Basi Maone~ 20.000.000 Ion Primer, belum dilambang 
GalenaITimah hitarn 4.000.000 Ion Primer, belum dilambana 

Aceh Timur 

Gayo Luas 

IcT=im:==a,=h:..:h=ila~m"---,,,,-_---1f-__=-=4,;:00,;:;.:.000,;:,;:-:-IO,,,)n+.P;-ri;-m=,,,=,,",bell;=.u=m.:,:-;diIa;;:·=m:;:-=bang':1_-t 
Bijih Besi Magne~ 22.000.000 ton Primer. belum dilambang 
Gran~ 900.000.000 ton Primer, baIum dilambana 
Timah hitam 1.2OO.uuu ton t'rimer. belum 
Bljih Besi Magnet~ 22.000.000 tor Primer, belum d~ambana 

MalTner 400.000.000 ton Abu-abu_ 
Bijih Bni M""""m 2.400.000 1011 Primer. beIum 
Dolomil 1.190.000.0001011 Kadar Mao 14-24% 
Postal 400.000 tor Sudah 

Aceh Tamiang 

Singkil Pasir Kuarsa 5.250.000 tor Kadar SI02 82.92% 
I-'Ga~m:::.:'but='==:""'---+--""1'-;1C::.800~;:;.000~cilor=t"BaIu~::::m:-d:'ita==m:;;ba::::a=oo-'---"" 

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007) 
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Larnpiran2 

Penyebaran Bahan Tambang Galian Logam di Provinsi Aceb 

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007) 
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Lampiran3 
Gambar 

Peta Konsesi Pertambangan di Provinsi Ac:eb 

~rlonsesl PBtambangill di Pro~ng NanggrtMl Aceh DiIlJs~am 

~ 
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Lampiran4 

Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan KabupatenIKota dilihat dari segi 
kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineraI khusus sub 

bidang mineraI, batu bara, panas bumi dan air tanah 

I
 

2
 

3
 

6
 

Sentralisasi 
Penetapan kebijakan 
pengelolaan mineral, 
batubara, panas bumi dan air 
tanah nasionaI. 
Pembuatan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang mineral, batubara, 
panas bumi, dan air tanah. 

Pembuatan dan penetapan 
standar nasional, pedoman, 
dan kriteria di bidang 
pengelolaan pertambangan 
mineral, batubara, panas bumi 
dan air tanah serta 
kompetensi keIja 

ban 
4 Penetapan kriteria ka

pertambangan dan wil
keIja usaha pertamban
mineral dan batubara 
panas bumi setelah m
pertirnbangan danlatau 
rekomendasi provinsi 
kahupatenlkota. 

Penetapan cekungan 

wasan 

serta 
endapat 

ayah 
gan 

dan 

air tanah5 
setelah mendapat 
pertirnbangan provinsi dan 
kahupatenlkota. 

Pemberian rekomendasi 
teknis untuk izin eboran, 

Pembuatan peraturan 
perundang-undangan 
daerah provinsi di 
bidang 
mineral, batubara, 
panas 
bumi, dan air tanah. 

Penyusunan data dan 
informasi usaha 
pertambangan mineral 
dan batubara serta 
panas bumi Hntas 
kabupatenlkota. 

Penyusunan data dan 
informasi cekungan 
air tanah Hntas 
kabupatenlkota. 

Pemberian 
rekomendasi 

Pembuatan 
peraturan 
perundang­
undangan daerah 
kabupatenlkota di 
bidang mineral, 
batubara, panas 
bumi, dan air 
tanah. 

Penyusunan data 
dan informasi 
wilayah keIja 
usaha 
pertambangan 
mineral dan 
batubara serta 
panas bumi skala 
kahu ota. 
Penyusunan data 
dan informasi 
cekungan air tanah 
skala 
kahu enlkota. 
Pemberian 
rekomendasi 
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izin penggaHan dan izin 
penurapan mata air pada 
cekungan air tanah Hntas 
provinsi. 

teknis untuk izin 
pengeboran, izin 
penggaHan dan izin 
penurapan mata air 
pada cekungan air 
tanah lintas 
kabupatenlkota. 

teknis untuk izin 
pengeboran, izin 
penggaHan dan 
izin penurapan 
mata air pada 
cekungan air tanah 
pada wilayah 
kabu ota. 

7 Pernberian izin usaha 
pertambangan mineral dan 
batubara, panas bumi, pada 
wilayah Hntas provinsi dan di 
wilayah laut dan di luar 12 
(dua belas) mil. 

Pernberian izin usaha 
pertambangan 
mineral, batubara dan 
panas bumi pada 
wilayah Hntas 
kabupatenlkota dan 
palingjauh 12 (dua 
belas) mil laut diukur 
dari garis pantai ke 
arab laut lepas 
danlatau ke arab 
perairan kepulauan. 

Pemberian izin 
usaha 
pertambangan 
mineral, batubara 
dan panas bumi 
pada wilayah 
kabupatenlkota dan 
1/3 (sepertiga) dari 
wilayah 
kewenangan 
provinsi. 

Pemberian izin 
usaha 
pertambangan 
mineral, 
dan batubara untuk 
operasi produksi, 
yang berdampak 
lingkungan 
langsung pads 
wilayah 
kabupatenlkota dan 
1/3 (sepertiga) dari 
wilayah 
kewenangan 
provinsi. 
Pembinaan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
izin usaha 
pertambangan 
mineral, batubara 
dan 
panas bumi, pads 
wilayah 
kabupaten/kota 
dan 1/3 :iga) 

8 Pernberian izin usaha 
pertambangan mineral, dan 
batubara untuk operasi 
produksi, yang berdampak 
lingkungan langsung lintas 
provinsi danlatau dalam 
wi layah laut dan di luar 12 
(dua belas) millaut. 

Pernberian izin usaha 
pertambangan 
mineral, dan batubara 
untuk operasi 
produksi, yang 
berdampak 
lingkungan langsung 
lintas kabupaten/kota 
dan palingjauh 12 
(dua belas) mil laut 
diukur dari garis 
pantai ke arab laut 
lepas danlatau ke arab 
perairan kepulauan. 

9 Pernbinaan dan PengawliSllll 
pelaksanaan izin usaha 
ertambangan mineral, 
batubara, dan panas bumi 
pads wilayah lintas provinsi 
dan di wilayah laut dan di 
luar 12 (dua belas) mil. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
pe1aksanaan 
izin usaha 
pertambangan 
mineral, batubara dan 
panas bumi pada 
wilayah lintas 
kabupatenlkota dan 
palingjauh 12 (dua 
belas) millaut diukur 
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dari garis pantai ke dari 
arab laut lepas wilayah 
dan/atau ke arab kewenangan 
oerairan kenulauan. orovinsi. 

10 Pembuatan dan penetapan 
klasifikasi, kualifIkasi serta 
pedoman usaha jasa 
pertambangan mineral, 
batubara, panas bumi dan air 
tanah. 

11 Pemberian izin badan usaha 
jasa pertambangan mineral, 
batubara, dan panas bumi 
dalam rangka Penanaman 
Modal Asing (PMA) dan 
Penanaman Modal Dalam 
Negeri (pMDN) serta yang 
mempunyai wilayah kerja 
lintas orovinsi. 

Pemberian izin badan 
usahajasa 
pertambangan 
mineral, batubara, dan 
panas bumi dalam 
rangka PMA dan 
PMDNlintas 
kabupatenlkota. 

Pemberian izin 
badan usahajasa 
pertambangan 
mineral, batubara, 
dan panas bumi 
dalam rangka 
PMA dan PMDN 
di wilayah 
kabuoatenlkota. 

12 Pengelolaan, pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan izin 
usaha jasa pertambangan 
mineral, batubara, dan panas 
bumi dalam rangka 
penanaman modal. 

Pengelolaan, 
pembinaan 
dan pengawasan 
pelaksanaan izin 
usahajasa 
pertambangan 
mineral, batubara, dan 
panas bumi dalam 
rangka penanaman 
modallintas 
kabupaten!kota. 

Pengelolaan, 
pembinaan 
dan pengawasan 
pelaksanaan izin 
usahajasa 
pertambangan 
mineral, batubara, 
dan panas bumi 
dalam rangka 
penanaman 
modal di wilayah 
kabuDaten!kota. 

13 Pembinaan dan Pengawasan 
keselamatan dan kesehatan 
kerja, lingkungan 
pertambangan termasuk 
reklamasi laban pasca 
tambang, konservasi dan 
peningkatan nilai tambah 
terl1adsp usaha pertambangan 
mineral, batubara, dan panas 
bumi, pads wilayah lintas 
provinsi stau yang berdampak 
nasional dan di wilayah 1801. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
keselamatan dan 
kesehatan kerja, 
lingkungan 
pertambangan 
termasuk reklamasi 
lahan pasca tambang, 
konservasi dan 
peningkatan nilai 
tambah terhadap 
usaha pertambangan 
mineral, batubara dan 
panas bumi, pads 
wilayah lintas 

Pembinaan dan 
pengawasan 
keselamatan 
dan kesehatan 
kerja, lingkungan 
pertambangan 
termasuk reklamasi 
labanpasca 
tambang, 
konservasi dan 
peningkatan nilai 
tambah terhadap 
usaha 
pertambangan 
mineral batubara 
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kabupatenlkota atau 
yang berdampak 
regional. 

dan panas bumi, 
pada ilayah 
kabUJ)lltenlkota. 

14 Pembinaan dan Pengawasan 
pengusahaan Kuasa 
Pertambangan (KP) lintas 
provinsi, Kontrak Karya (KK) 
dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (pKP2B) yang 
diterbitkan berdasarkan 
Undang-Undang tentang 
Ketentuan Pokok-Pokok 
Pertambangan. 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
pengusahaan KP 
lintas kabupatenlkota. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
pengusahaan KP 
dalam wilayah 
kabupatenlkota. 

15 Pembinaan dan Pengawasan 
keseiamatan dan kesehatan 
kerja, lingkungan 
pertambangan termasuk 
reklamasi lahan pasca 
tambang, konservasi dan 
peningkatan nilai tambah 
terhadap KK dan PKP2B 
yang telah dikeluarkan 
berdasarkan Undang-Undang 
tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Pertambangan. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
keseiamatan dan 
kesehatan kerja, 
lingkungan 
pertamba.'lgan 
termasuk reklamasi 
lahan pasca tambang, 
konservasi dan 
peningkatan nilai 
tambah terhadap KP 
lintas kabupatenlkota. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, 
lingkungan 
pertambangan 
tennasuk 
reklamasi lahan 
pasca tambang, 
konservasi dan 
peningkatannilai 
tambah terhadap 
KP dalam wilayab 
kabuparen/ kota. 

16 Penetapan wilayah konservasi 
dan pencadangan sumber 
daya mineral, batubara dan 
panas bumi nasional serta air 
tanah. 

Penetapan wilayah 
konservasi air tanah 
Hntas kabupatenlkota. 

Penetapan wilayah 
konservasi air 
tanahdalam 
wilayah 
kabupatenlkota. 

17 Pembinaan dan Pengawasan 
pelaksanaan izin usaha 
pertambangan mineral, dan 
batubara untuk operasi 
produksi, serta panas bumi 
yang berdampak lingkungan 
langsung lintas provinsi 
danlatau dalam wilayah laut. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
pelaksanaan izin 
usaha pertambangan 
mineral, dan batubara 
unluk operasi 
produksi, serta panas 
bumi yang berdampak 
lingkungan langsung 
Iintas kabupatenlkota. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
izin usaha 
pertambangan 
mineral, dan 
batubara untuk 
operasi produksi, 
serta panas bumi 
yang berdampak 
lingkungan 
langsung dalam 
wilavah 
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kabuoatenlkota. 
18 Pengelolaan, pembinaan, dan 

pengawasan wilayah kerja KP 
dan kontrak kerja sarna 
pengusahaan pertambangan 
panas bumi yang dikeluarkan 
sebelum diterbitkannya 
Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2003 tentang Panas 
Bumi yang berdarnpak 
nasional. 

19 Penetapan kebijakan batasan 
produksi mineral, batubara 
dan panas bumi. 

20 Penetapan kebijakan batasan 
pemasaran dan pemanfaatan 
mineral, batubara dan panas 
bumi. 

21 Penetapan kebijakan 
kemitraan dan kerjasama 
serta pengembangan 
masyarakat dalarn 
pengelolaan mineral, batubara 
dan panas bumi. 

22 Perumusan dan penetapan 
tarif iuran tetap dan iuran 
produksi mineral, batubara 
dan oanas bumi. 

23 Penetapan kebijakan 
pemanfaatan dan penggunaan 
dana pengembangan batubara 
dari Penerimaan Negara 
Bukan Paiak lPNBP). 

24 Penetapan pedoman nitai 
perolehan air tanah pada 
cekungan air tanah lintas 
provinsi dan lintas negara. 

Penetapan nitai 
perolehan air tanah 
pada cekungan air 
tanah lintas 
kabupatenlkota. 

Penetapan nitai 
perolehan air tanah 
padacekunganair 
tanahdalam 
wilayah 
kabu 'kota. 

25 Pengelolaan data dan 
informasi mineral, batubara, 
panas bumi dan air tanah 
serta pengusahaan dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
wilayah kerja pertambangan 
nasional. 

Pengelolaan data dan 
informasi mineral, 
batubara, panas bumi 
dan air tanah serta 
pengusahaan dan SIG 
wilayah kerja 

ban2llll di 

Pengelolaan data 
dan informasi 
mineral, batubara, 
panas bumi dan air 
tanah serta 
pengusahaan dan 
SIG wilavah keria 
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wilayah provinsi. pertambangan di 
wilayah 
kabupaten!kota. 

26 Penetapan potensi panas bumi 
dan air tanah serta neraca 
sumber daya dan cadangan 
mineral dan batubara 
nasional. 

Penetapan potensi 
panas bumi dan air 
tanah serta neraca 
sumber daya dan 
cadangan mineraI dan 
batubara di wilayah 
provinsi. 

Penetapan potensi 
panas bumi dan air 
tanah serta neraca 
sumber daya dan 
cadangan mineral 
dan batubara di 
wilayah 
kabupatenlkota. 

27 Pengangkatan dan pembinaan 
inspektur tambang serta 
pembinaan jabatan 
fungsional. 

Pengangkatan dan 
pembinaan inspektur 
tambang serta 
pembinaan jabatan 
fungsional provinsi. 

Pengangkatan dan 
pembinaan 
inspektur 
tambang serta 
pembinaan jabatan 
fungsional 
kabupatenlkota. 
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QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 
NOMOR 12 TAHUN 2002
 

TENTANG
 

PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
 

BISMIUAHIRRAHMANIRRAHIM
 

OENGAN RAHMAT ALlAH YANG MAHA KUASA
 

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
 

Menimbang : a.	 bahwa Sumber Daya AlaIn adaIah Anugelllh Allah swr yang harus dikelola secara efeklif 
dan efisien sehingga berrnSIfaal bagi kesejahleraan rakyat; 

b.	 bahwa pengelolaan Peltlnbangan Umwn. Minyak Bumi dan Gas AIam sebagai bagian 
dar! pengelolaan Swnber Daya Alam, harus dilaksanakan dengan memperhatikan 
kepentingan negara dan daerah dimana kegialan iIu dilaksanakan; 

c.	 bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. telah memberIkan keleluasaan yang Iebih 
besar bagi daerah untuk menggali dan memberdayakan Sumber Daya AIam yang ada di 
daerah; 

d.	 bahwa untuk melaksanakan maksud tersebuI pada hUM a, b. dan c, per!u diatur dan 
diletapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

Mengingat : 1.	 Undang-undlrlg Nomor 24 Tahun 1956 tenIang Pembentukan Daerah OIonomi Propinsi 
Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera UIara (Lemllarwl Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64. TarnbaIUI'Ilembaran Negara Nomor 1103); 

2.	 Und8ll!t"undlrlg Nomor5Tahun 1960 tenIang Peraturan DaslI' Pokok-pJlwk AgIWia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. TlIII1baIa1 Lembaran 
Negara Nomor 2043); 

3.	 Und8ll!t"undlrlg Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kelsntuan Pokok Peltlnbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran 
Nagara Nomor 2831); 

4.	 Undang-undang Nomor 23 Tlttun 1997 tenIang PengeIoIaan Ungkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor68 Tambahan lembaran 
Nagara Nomor 3699 ); 

5.	 Undang-undang Nomor44 Tlttun 1999lentang Penyelenggnan Keisli_ Propinsi 
Daerah Isli,ewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia TlN11999 Nomor 172. 
Tambahan lembaran Negara Nomor 3893); 

6.	 Undang-undlrlg Nomor 22 Tlttun 1999 Tent8lg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

7.	 Undang-undang Nomor 25 Tlttun 1999 tenIang Perirnbangan Keuangan anIln 
Pemerintah Pusaldan Daerah (Lsmbaran Negara Republik Indonesia TlN11999 Nomor 
72, Tambahan Lemllarwl Negara Nomor 3848 ); 

8.	 Undang-undlrlg Nomor 18 tenIang 0IDn0mi Khusus bagi Propinsi Aceh sebagai ProvinsI 
Nanggroe Aceh Darussalan (Lembarali Negara Republik Indoliesia TlN12001 Nomor 
114. Tambahan Lembalan Negara Nomor 4134); 

9.	 Undang-undlrlg Nomor 22 Tlttun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 
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10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nornor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua alas Peraluran 
pemerintah Nomor 32 Tahun 19691Bntang Pelaksanaan Undang-undang Nornor II Tahun 
1967 tentang Ketentuan-keten Pokok Pertambangan (1.ernIlarw1 Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154); 

12.	 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepenlingan Umum; 

Dengan persetujuan
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 OANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERTAMBANGAN 
UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM. 

BABI 
KETENTUAN UMUM
 

PaNI1
 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Pusal selanjutnya disebut Pemerintah, adaIah Perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang tenliri alas Presiden beseIta para Menteri. 

2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Dalllssalam. 

3. Gubemur adaIah Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

4.	 Pemerintah Provinsi adaIah Gubemur beserta PerangkaI Daerah otonomi yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

5.	 Qanun adaIah Peraluran Daerah sebagai PeIaksa1aan UIIlIang-iIldang ell WilaySI 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka PeIaksanaan Dmnomi Khusus. 

6.	 Usaha Pertarnbqan adaIah kegialan dalam rangka mengetahui potensi, 
keterdapatan, kualitas, kuanlitas bahan galian, kegialan pertambangan. 
pengolahanlpemumian, pengangkutan dan penjualan. 

7.	 Bahan gal'18II adaIah unsur-unsur kimia, mineral bijih segala macam baIuan, 
balubara, dan gambut yang merupakan endapanlsuspensi a1am. 

8.	 Minyak bumi adaIah hasiI proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan ternperaIur aImosfer berupa fasa cair atau padat tennasuk aspaI. llZllkeriI 
(lilin mineral) dan bilumen yang diperoleh dari proses penambangan IBlapi Iidak 
termasuk balubaIa aIau endapan hidrokarbon lain yang beIbenIuk padat yang 
diperoleh dari kegialan yang Iidak beIkaitan dengan kIlgialan usaha minyak bumI dan 
gasalam. 

9.	 Gas AlaIn adaIah hasiI proses a1ami benJpa hidrokarbon yang daIanl kondisi IieksIan 
dan lllmpe!aIII' 8IJrdfel benJpa fasa gas yang diperoleh dari proses penarnblIlga'l 
minyak bumI dan gas a1am, lIIIln lain liquefied NaIuraI Gas (LNG) yailu gas bumI 
yang diubah menjadi caIr unIuk memudahkan pengangkutan. 

10.	 Bahan Bakar minyak adaIah blNn bakar yang benlsaI dan atau dioIaII dari minyak 
bum!. 

11.	 Penyelidikan umum adaIah Penyelidikan secara GeoIogi UIl1IITI atau Geolisika, eli 
daratan. perairan, dan dari udlIlI, segaIa sesuatu unluk membuat peta GeoIogi umum 
atau untuk menetapkan tanda-landa adanya bahan galian pada umurnnya. 
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12.	 Eksplorasi adalah penyelidikan untuk memperoleh infonnasi seccn !eliti dan seksama 
tentang kualilas dan kuantiIas bahan galian serta keterdapalan dan sebarannya. 

13.	 Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambagan untuk menghasilkan dan 
memanfalkan bahan gallan. 

14.	 Kontrak kerja sarna adalah kontrak bagi hasil atau bentuk-bentuk kontrak kerja sarna 
lain dalarn kegiatan kerja sarna ekspIorasi dan ekspIoilasi yang Iebil menguntungkan 
Negara dan Daerah serta hasinya dipergunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran 
rakyat. 

15.	 Wilayah kerja adalah daerah lBrtenlu untuk meIaksanakan ekspIorasi dan ekspIoilasi. 

16.	 Pengolahanlpemumian adaIah tahapan usaha pertambangan IJIlUk rnempertinggi 
mutu bahan galian untuk memperoleh unsur yang tercapai pada bahlII galian itu serta 
memanfaatkannya. 

17.	 Pengangkulan adaIah tahapan usaha pertambangan untuk memiId.... 1NNn 
galian dan hasi pengoIahan/pemumian bahan galian dari daerah kegiatan ekspIorasi, 
eksploilasi, dan Iempat pengoIahanlpemumian. 

18.	 Penjualan adalah tahapan usaha peltambangan untuk menjual bahan gaIian dan hasH 
pengoIahanlpemurni51 bahan gallan. 

19.	 Kuasa peltambangan adaIah wewenang yang diberikan kepada badanlperorangan 
untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

20.	 Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oIeh masyarakat 
setempat. 

21.	 Waste adaIah tanah/baluan yang berada di alas (oYlllburden). eli antara (inteIburden) 
atau di seketi6ng bahan galian yang ikut terga6 tetapi tidak dimanfaalkan. 

22.	 Jasa peltambangan adaIah kegialan jasa untuk meIakukan kegialan yang 
berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegialal penunjangnya. 

23.	 Izin adaIah kewenallgan yang diberikan kepada badan usaha untuk meIaksanakan 
kegiatan lBrtenlu eli bidlIlg minyak bwni dan gas a1am. 

24.	 Persetujuan adaIah pemyataan setuju yang diberlkan secara tertuIis kepada badan 
usaha IJIlUk melaksanakan kegialan IeIlentu di bidang minyak bumi dan gas a1am. 

25. Ulling adalah bagian dari produksi minyak bumI dan gas aIam yang dijuaI. 

26.	 Rekomendasi adaIah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagaI syaral 
untuk mendapatkan izin. 

27.	 Menleri adalah menIBri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meIiputi kegialan 
usaha minyak dan gas a1am, serta Pertambangan Umum. 

28.	 Badan Usaha adaIah setiap badan hukum yang menjaIankan jenis usaha yang bersifaI 
tetap dan terus menerus. dan yang didirikan sesuai dengan peraIuran pnndang­
undangan yang berlaku dan bekeIja, beltedudOOln daIarn wilayah Republik Indonesia. 

29.	 BenIuk Usaha Tetap adaIah Badan usaha yang dicIirbn dan beItladan huIwm d11uar 
wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan keglstan di wiIayah Republik 
Indonesia. 

30.	 WlIayah kuasa pel1l1mballgan atau wiIayah kerja kOllbaklDr adaIah cIaerW1lBnen1u 
daIam wiayah huIwm peI1ambangan Indonesia untuk meIakukan kegiallll EkspIu'asi 
dan EkspIoilasi minyak bumi dan gas aIam. 

BAB II 
PENGUASAAN BAHAN GALIAN 

Pasal2 
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(1) 8emua bahlll galian yang tenlapat daJam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam baik di daralan maupun di perairan. yang merupaklll kekayaan aIam 
adalah milik Nasional Bangsa Indonesia dill oleh karenanya dikuasai oIeh Negara 
untuk sebesar~ kemakmuran rakyat. 

(2) Bahan-bahan gaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tenliri alaS liga goIonglll 

a. golonglll bahlIl gaIian strategis ; 
b. goIonglIl bahlIl gaIan vilaI ; dan 
c. goIongan bahan galian yang lidak tennasuk goIongan a dill b. 

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud daJam ayat (1) dilaksanakan oIeh Pemerinlah, 
Pemerintah Provinsi dan KabupatenlKola. 

BAB III 
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM 

Pasal3 
(1) Setiap usaha peIlambangan umum baN dapat dHaksanakan apabjla !elah mendapal 

Kuasa PerllInbangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Katya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B), Sural llin PerIambangan Daerah (SIPO) dan Sural 
lzin Pertambanglll Rakyat (SIPR) dari GubemurIBupatilWaIikoIa sesuai ~an 

kewenangannya. 
(2) Pemberian Kuasa PerllInbangan bahlll gatian strategis (non migas) dan vilaI oIeh 

BupatilWalikola diberikan setllIah mendapat izin prinsip atau persetujUIll dari 
Gubemur. 

(3) Pemberian Kuasa Perlambanglll bahlll galian non strategis dan non vilaI (goiongan 
gallan c) untuk Iuas wiJayah O?: 10 (sepuluh) heklare atau menggunakan peraIatan 
berat dan atau bahan peledak hlIlya dapat diberikan oIeh BupatUWalikota sel81&h 
mendapat izin prinsip atau perselujuan dari Gubemur. 

(4) Usaha Pertambangan daIam rangka pemberian kuasa perIambangan dapat diberikan 
kepada: 
a. perusahlll Negara ; 
b. perusahan Daerah ; 
c. perusahan Swasta Nasional ; 
d. koperasi ; 
e. perorangan ; 
f. perusahaan ~1Il modal bersama antara negara lperusahaan di satu pihak 

dengan Provinsi dill atau Kabupaten atau Perusahaan Daerah di pihak lain; dan 
g. perusahaan dengan modal bersama antara NllglIIWPerusah Negara dan 

atau DaerahIPerusaha Daerah di satu pihak dengan Badan dan atau 
Perseorangan Swasta di pihak lain. 

(5) Usaha Peltambangan Umum dalam rangka Kontrak Katya (KK), Peljanjian Katya 
Pengusahaan Pertlnbangan Batubara (PKP2B) dilakukan oIeh Badan Hukum 
Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Umum pengaturan Iebih Ianjut 
dilelapkan daIam keputusan Gubemur. 

(6) Menyinpang dari kelBntuan sebagairnana dimlilsud daIam ayat (4), BahlIl GailIl 
Radio Aktif hanya diusahakan oIeh instansi yang berwenang. 

Pa8al4 

(1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimlilsud daIam pasal3 ayat (1) diberbn 
daIam bentuk : 
a. sural kepulusan pemberian kuasa peltambangan ; 
b. sural keputusan penugasan pertambangan ; dan 
c. sural keputusan izin pet1ailballgan rakyat. 

(2) Kuasa Peltambanglll terdirl alas : 
a. kuasa peltambangan pellyelidikan umum ; 
b. kuasa pertambangan eksplorasi ; 
c. kuasa pertambangan ekspIoitasi ; 
d. kuasa pertambangan pengoIahan dan pemumian ; 
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e. 
f. 

kuasa pertambangan pengangkutan ; dan 
kuasa pertambangan penjualan. 

BABIV 
TATA CAM MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN 

Paaal5 

(1)	 Permohonan Kuasa Per1ambangan diajukan secara tertulis kepada Gubemur dengan 
melampirkan persyaralan yang dipellukan. 

(2)	 Benluk dan syaraHyll8l permohonan sebagaimana dimaksud dalarn ayaI (1) ditetapkan 
dengan keputusan Gubemur. 

(3)	 Apabila dalam saIu wiIayah teItIapallebih dari saIu pemohon, maka PI ioriIas perIama 
diberikan, dilentukan oIeh Gubemur berdasarkan urutan dan ketengkapan pengajuan 
permohonan. 

BABV
 
LUAS WILAYAH
 

Pasal6
 

(1)	 Luas wilayah yang dapal diberikan untuk saIu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum maksimal25.000 hekta'. 

(2)	 Luas wilayah yang dapat diberikan untuk saIu wilayah Kuasa pertambangan ekspIorasi 
maksimall0.000 heklar. 

(3)	 Luas wilayah yang dapal diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan ekspIoitasi 
maksimal5.000 hektar. 

Pasal7 

(1)	 Jumlah wilayah Kuasa Per1ambangan yang dapal diberikan kepada perusahaan aIau 
perorangan maksimum 5(lima) wilayah. 

(2)	 Untuk mendapaIkan luas wilayah Kuasa Perlambangan aIau jumlah wilayah Kuasa 
Pertambangan melebihi keIentuan sebagainana dimaksud daIam pasaI 6dan pasal7 
ayat (1) hanJs tBlIebih daIUu mendapat persetujuan dari Gubemur. 

BABVI
 
MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN
 

PaaalB
 

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oIeh Gubemur untuk jangka waktu 1(saIu) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (saIu) tahun Iagi apablla dipertukan. 

Paaal 9 

(1)	 Kuasa Pe!taInbangM EkspIorasi diberikll'1 oIeh Gubemur W1luk jangka waktu seIama­
lamanya 3 (tiga) Iahun. 

(2)	 GubemlH'dapat mempelpll'ljang waktu sebagaimana dimaksud daIam ayat (1) W1luk 
jangka waktu 2 (dua) kai 1(satu) tahun. 

(3)	 ApabiIa pemegang Kuasa Pertambangan EkspIorasi menyalakan akan IIIIlr*Jgkalkan 
usaha perIlI'llbangan lie Iahap ekspIoiIasi Gubemur dapat membeI ikan peIpIIljangan 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi seIama-lamanya 3 (Iiga) taIKJn W1luk pembangunan 
fasililas Eksploilasi. 

Pasall0 

(1)	 Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oIeh Gubemur untuk jangka waktu seIama­
Iamanya 20 (dua puluh) tahun. 
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(2) Gubemur dapal memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk 
jangka waktu 2(dua) kali 5 (lima) tahun. 

Pasal11 

(1) 

(2) 

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemumian diberikan oIeh Gubemur untuk jangka 
waktu seIama-Iamanya 20 (dua puluh) tahun. 
Gubemur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk 
jangka waktu 2 (dua) ka6 5 (Ima) tahun. 

Pasal12 

(1 ) 

(2) 

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikal oIeh Guberoor untuk jangka 
waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
Gubemurdapat memperpanjang waktu sebagaimana dirnaksud daIam ayat (1) untuk 
jangka waktu seIiap kali perpanjangan 5 (lima) tahun. 

Pasal 13 

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagairnana dimaksud daIam pasaI 
9,10.11,12 diajukal pernohon secara tertulis kepada Gubemur sebelum berakhir masa 
bet1akunya. 

BAB VII
 
PENUGASAN PERTAMBANGAN
 

PasaJ 14
 

(1)	 Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada instansi Pemerintah atau 
Perguruan rll1Qlli dalam rangka penelilian bahan gallan. 

(2) Pengaturan lebih Ianjut ditetapkan dengan keputusan Gubemur. 

BABVIII
 
PERTAMBANGAN RAKYAT
 

PI8I115
 

(1)	 BupatilWalikola sebelum memberikan izin Perlarnbangan Rakyat IeIIebih dahulu Gubemur 
menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat setelah mendapatkan pertirnbangan leknis dari 
Gubemur atau Dinas terkaiI di Provinsi. 

(2)	 Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan dan atau keIompok 
masyarakal 

(3)	 Pengaturan Iebih Ianjut lentang wilayah keIja Pertambangan Rakyat ditetapkan 
berdasarkan keputusan BupatilWalikota dengan mempedomani peta "Zonasi 
Pertambangan" Provinsi. 

BABIX
 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
 

PasaJ 18
 

(1)	 pemegang Kuasa Pertambangan beItIak untuk melakukal kegiatan eli daIam wtJay-. 
kekuasa peI1lInbanganny sesuai llNpan keglatan sebagaimana dimaksud daIam pasal4 
ayat (1). 

(2)	 Pemegang Kuasa Pertambangan penyelidikan umum beItIak untuk meningkaIkan 
usahanya ketahap ekspIorasi dengan mengajukan permohonan leltuIis kepada Gubemur 
dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3)	 pemegang Kuasa Pertambangan ekspIorasi beItIak untuk meningkatkan usahanya ketahap 
eksploilasl dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubemurdengan memenuhl 
persyaratan yang dipertukan. 

(4) Pemegang Kuasa Pertambangan EkspIorasi dan atau kuasa Pertambangan Eksploitasi 
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bemak rnemHiki bahan gallan yang tergali setelah memenuhi kewajiban rnembayar iuran 
tetap dan iuran eksplorasileksploilasi, 

Pasal17 

(1)	 Pernegang Kuasa peltambangan diwajibkan rnenyampaikan \apoIan mengenai hasil 
penyelidikan dan ataulperkembangan kegiatan yang teIah dilakukan, kepada Gubemur 
secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(2)	 Oi samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasaI 16 ayat (1), Pemegang Kuasa 
Pertambangan diwcljibkan menyampaikan laporan akhir kegiatanllahunan kepada GubemlJ' 
rnengenai perkembangan pekeljaan yang telah dilakukan. 

(3)	 Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan rnembayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas 
dan tahapan kegialan. 

(4)	 pemegang Kuasa Pertambangan Ekspioitasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi bahan 
galianitasi tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
bef1aku. 

(5)	 Pernegang Kuasa Pertambangan Ekspioitasi diwajibkan rnembayar iuran 
eksploitasilproduksi alas hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan tri berdaslWkan 
peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

(6)	 Ketentuan lebih ~mengenai besamya iuran dan tala cars pembayaran iuran tetap, 
iuran eksplorasi, iuran ekspIoitasiIproduksi ditetapkan dengan keputusan Gubemur. 

Pasal18 

(1)	 Pernegang Kuasa Pertambangan wajib dan beI1anggung jawab alas keselamalan dan 
Kesehatan KeIja (K3) sesuai dengan perundang-undangan yang berIaku. 

(2)	 Pernegang Kuasa Pertambangan wajib rnelakukan pengeIoIaan dlr1 rnemeIihara 
kelestarian lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berIaku di bidang 
Ungkungan Hldup. 

BABX
 
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN
 

Pasal19 

(1)	 ApabiIa seleW1 berakhinya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tIdak diajukan 
peningkatan atau perpanjangan oIeh pemegang Kuasa Pertambalgan, pemegang Kuasa 
PeI1ambangan, dinyalakan berakhir dan segaIa usaha peIlambangan harus dihentikan. 

(2)	 Pemegang Kuasa Pertambangan dapat rnengembalikan Kuasa Pertambalgan kepada 
Gubemur dengan mengaj'*an pennohonan secara tertulis disertai dengan aIasan-aIasan 
rnengenai pengembalian tersebul 

(3)	 Pet1ge1Tlbaiar. Kuasa Pertambangan baru sail setelah rnendapat persetujuan dan 
Gubemur. 

(4)	 Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oIeh Gubemur walaupun masa berlakunya betum 
befakhir apabila Pernegang Kuasa Pertlnbangan tldak dapat memenuhi kewa;ban­
kewajiban daIam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ke48nluan­
ketentuan lain yang berlaku. 

(5)	 8ebagai akibaI berakhimya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud daIam ayat (1), 
(2), (3) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelas aikan kewajiban-kewaj 
yang belum dipenuhl seIanIa ber!akunya Kuasa Pertambalgan. 

BABXI 
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 

Pasal20 
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(1)	 Dalam rangka meningkalkan usaha maka Kuasa Perlambang... dapat dipindahkan ke 
badan alas persetujuan Gubemur. 

(2)	 Tata cara dan persyaralan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan deng... Keputusan Gubemur. 

BABXlI
 
KETENTUAN KERJASAMA USAHA
 

Paaal21
 

(1)	 Kuasa Pertambang... tidak dapat dipergunakan sebagai unsur pennodalal dengan pihak 
ketiga. 

(2)	 Pemegang Kuasa Pertambang... dapat bekerjasama deng... pihak lain selBIah 
mendapat perselujuan dan Gubemur. 

(3)	 Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditelapkan lebih IanJrt oIeh 
Gubemur. 

BAS XIII 
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI 

Pasal22 

(1)	 Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi dan Gas A1am yang dapal dilaksanakan oIeh 
PemerintM Daerah KabupatenIKota lenIiri alas: 
a.	 persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah KeIja konIraktor 

untuk kegialan lain diIuar kegiatal minyak bumi dan gas aIam ; 
b.	 rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hulan untuk kepentingan kegiatan 

minyak bumi dan gas aIam ; 
c.	 izin pendin... dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasl daratan dan 

di dalllWl operasl12 (dua beIas) millaut ; 
d.	 izin pembukaan kantor perwakIIan perusahaan dl sub sekIor minyak bIIni dan gas 

aIam; 
e.	 rekomendasi Iokasi pendirian kilang ; 
f.	 izin pendilBl depot IokaI ; 
g.	 izin pendilBl s1asitIl pengisia1 bahlII bakar untuk umum (SPBU) ; 
h.	 izin pemasaran]enis1enis allan bakar khusus (BBK) IJIlluk mesin 2 (dua) IangkM : 
i.	 izin pengumpulll1 dan penyalur.-. pelumas bekas ; d... 
j.	 persell4uan sural keIerangan IenIaftar penJSahaan jasa penunjang. kecuaIi yang 

bergerak di bidang fabrikasi, konstnJksi, rnanufaktur, konsullan. dan lBknoIogi tInggi. 
(2)	 Pemberian izin pada kegiatal usaha hulu sebagaimana dimaksud daIMl ayal (1) hunJf c, 

ddan pada kegialM hi6r hunJff, g. h, i diberikan oIeh BupatirNalikota setelah mendapat 
persetujuan dari Gubemur. 

(3)	 Pengusahaan minyak bumi dan gas aIam sebagaimana dimaksud dliam pasal22 ayat (1) 
hunJf asampai hunJf j dapal dilaksanakan oIeh : 
a.	 Badan Usaha Milk Negara ; 
b.	 Badan Usaha Milik Daerah : 
c. Koperasl ; dan 
d. Badan Usaha SWasla. 

Pa11123 

(1)	 Wilayah kelja yang aklIl ditawarkan kepada Bed... Usaha alau 8ecllUt UsahlI tlltap 
ditatapkan oIeh MenIBri setelah beIkonsullasi dengal Gubemur. 

(2)	 Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha lstap hanya dilerikan 1 (saIu) wiIayah 
kerja 

(3)	 Dalam hal Badan Usaha alaU 8ecllUt Usaha Tetap mengusal1ak8't bebelapa WiIayah 
Kerja, harus dibentuk Badan Hukum yang Ielpisah untuk setiap Wilayah KeIja 

PaaaI24 
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Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah 
ke~a harus mendapatkan persetujuan Menten berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana 
dan setelah berkonsullasi dengan Gubemur. 

Pasal25 

(1)	 Perumusan dan peIaksanaan konlrak keljasama serta peIJl8Iljangannya, dilaksanakan 
oIeh Pernenntal bersama dengan Gubernur. 

(2)	 Dalem membahas dan menentukan Rencana Tahunan serta penentuan Budget (W0lk 
Program dan Budget), perlu keiku1sertaan Pihak Pemerintal Provinsi. 

(3)	 Konlrak Production SIIlIing (KPS) belkewajiban menyampaikan Iaporan produksi dan 
keuangan setiap biwuJan serta Iaporan tahunan kepada Gubernur. 

P_I26 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25, Gubernur 
membentuk Tim Peltimbangan Teknis Daerah yang terdin dan unsur-unsur terkail 

Pasal 'JJ 

Tugas Tim Pertirnbangan Teknis Daerah antara lain: 
a.	 membantu/bekerja sarna dengan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur dalam rangka 

pelaksanaan kegialan huIu dan hilir minyak bumi dan gas a1am. 
b.	 memberikan pertimbangkan dan masukan kepada Gubemur, dalam rangka tugas 

Pernerintah Daerah sebagairnana dirnallsud dalam pasaI 23, 24 dan 25. 
c.	 metakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan baker minyak bumi dan gas 

alam. 
d.	 melakukan pemantauan pernanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan 

baker minyak IlIInI dan gas a1am. 
e.	 melakukan pemantauan penerimaan perimbangan dana minyak bumi dan gas aIam 

berdasarkan lifting yang dilelapkan Pemerintah; dan 
f.	 melakukan pemantauan dan evaluasi dan kegiatan hulu dan hilir. 

BAB	 XIV 
KEMITRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Pasal 28 

(1)	 Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surallzin Pertambangan Daerah 
(SIPO) serta KonIrak Production Sharing (KPS) diwajibkan rnenjalin hubungan kemilraan 
dalam menjalankan usahanya guna menghindari munculnya anak perusahaan dari usaha 
yang dijalankan tersebul 

(2)	 Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Konlrak Karya (KK), Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surallzin PertlIl1bangan Daerah 
(SIPD) serta KonIrak Production Sharing (KPS) berkewajban lIlIuk rnendanai PrognIn 
Pengembangan MasylI'lIkaI (Community Development-CD) sell eSBI 1% dari IDIIII biaya 
yang diketlllllkan perusahaan. Dana Community DlMJIoprnent bukan sebagai unsur 
ongkos, tBtapi bagian dari keuntungan perusahaan. 

(3)	 WiIayah Community DlMJlopment melipu1i lingkunglrl dan rnasyarakat yang 
bersinggunglrllangsung dengan kegiatan perusahaan (30%), kabupaIerv1rota (30%) dan 
Provinsi (40%). 

(4)	 Program dan kegialan Community De\<eIopment difokuskan pada upaya pembenIayaan 
dan pengembangan rnasyarakat sesuai dengan skala prIoi lias rnasyarakat dan wilayah 
kelompok I ; Bll. 

(5)	 Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dialur secara sinergi antara perusahaan 
dengan pemerintah setempal. Pemerintal selBmpal adaIah : 

a.	 Gampong, Mullin dan Kecarnatan untuk wilayah yang bersinggungan Iangsung ; 
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b.	 KabupatenlKota adalah Kabupalen/Kota yang bersangkutan ; dan 
c.	 PlOvinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Pasa/29 

(1) Seniuk kemitraM sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 antara lain : 
a.	 menyerahkal kepada kelompok rnasyarakat setempal dan atau Koperasi sebagian 

lahan yang mengCllClung bahan galian berikut data potensinya ; 
b.	 membeli hasil produksi usaha peltambangan yang dilakukal rakyat ; 
c.	 membina atau sebagai bapak angkat usaha pertanbangan rakyat ; 
d.	 memberikan kesempatan kepada pengusaha keciI atau menengah selllmpal unluk 

melakukan kegiallrl penunjang ; dan 
e.	 memberikan kesempatan kepada masyarakal setempat ikut serta daIam peIaksanaan 

reldarnasl. 
(2)	 Pemegang kuasa pertanbangan wajib memprioritaskan lenaga kerja setempal dalam 

kegiatan usahanya. 
(3)	 Pemegang kuasa pertanbanglll yang teIah mencapai kegiallrl ekspIoilasiIproksi wajib 

melaksanakan pet1gembangan wilayah dan masyarakal meliputi peningkatll'l sumber days 
manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serla pertumbuhan ekonomi. 

(4)	 Pemegang kuasa pertanbangan yang \elah mencapai ekspIoiIasiIproduksi wajib 
membina, menumbuh kembangkan dill menjadi bapak angkal usaha kecil dill menengah 
setempat. 

(5)	 Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan rnasyarakat dilakukan 
barsama-sarna dengan Pemerintah Provinsj dan masyarakat seIempat. 

Pasal 30 

(1)	 Gubernur bersama-sama dengan Lembaga Masyarakal setempat melakukan 
pengawasan IBrhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wiIayah. 
kemitrausahaan dan pengembangan rnasyarakal 

(2)	 Ketentuan peIaksanalI'Ilebih Ianjut sebagaimana dimaksud dalam ayaI (1) ditetapkan 
dengan keputusan Gubemur. 

BABYN 
PENGELOlAAN L1NGKUNGAN HIDUP
 

Pasal31
 

(1) Pemegang Kuasa Pertanbangan wajib melaksanakll'l prinsip-prinsip konservasi bahan 

gallan dan pertambangan. 

(2) Pemegang Kuasa Pertanbangan wajib melakukan pengeloIaan dan pemantauan 

Iingkungan serta reklamasi lallan bekas lambang yang dilaksanakan sesuai dengan 

Analisis Mengenai Dampak Ungkungan yang !Blah disetujui. 

(3) Peruntukan IahlI'I bekas tambang dill tingkat produktivilas IahlI'I se!BIltI reIdamasi 

ditelapkan oleh Gubenu sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakll'l 

masyaralull dan pemilik tlI'Iahnahan. 

(4) Peruntukkan IahlI'I bekas tambang dicantumkan dalll'll petjlI'IjilI'I penggll\ll8ll tanah. 

PasaI32 

(1)	 5ebelum melakukal kegialan penambangan atau operasi produksi. pemegang kuasa 
pertambangan wajib menempatkan jaminan rekIamasi. 

(2)	 Ketentuan mengenai laIa cara penempatan, penyelDran dan besamya jamInan reklamasI 
sebagaimll'l8 dimaksud daIam ayat (1) diatur Iebih IanjuI denglll Keputusan Gubemur. 
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Pasal33 

(1) Gubemur sesuai denglll kewenangannya rnelakukan penglWlSllllerhadap pelaksanaan 

pengelolaan Iingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. 

(2) Pelaksanaan PengeIoIaan Iingkungan hidup sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) 

dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dill pada pasca Iambang. 

BABXVI 
HUBUNGAN PEMEGANG USAHA PERTAMBANGAN DENGAN
 

HAK ATAS TANAH
 
PuaI34 

(1)	 Pemegang Kuasa Pertambanglll wajib mengganlikan kerugial kepada yang berhak, alas 

kerusakan sesuatu yang berada di alas tanah, di dalam atau di luar wilayah kuasa 

Peflambangannya akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja a1au 

tidak. 

(2)	 Besamya ganti rugi hak atas tanah dapat dRakukan sekaligus atau seIama hak tanah 
lersebut tidak dapal digunakan yang ditenlukan bersama-sama antara pemegang kuasa 
Pertambangan denglll yang berhak. 

Pasal35 

(1)	 Pemegang Kuasa Pertambangllllahap ekploilasi selain diwajibkan mengganti kerugian 
sebagaimana dimaksud daIam pasal34 ayat (1) juga diwajibkan menggantikan Iahan yang 
digunakan dalarn kegiatannya. 

(2)	 Kerugian disebabkan oleh usaha dan dua pernegang Kuasa PerIambangan atau lebih 
dibebankan kepada mereka secara bersarna. 

PaIlI36 

(1)	 ApabRa teIah diperoleh kuasa Pertambangan alas sesuatu daerah atau wiIayah. maka 
pemegang hak atas tanah diwajibkan memperboleh~.an kegialan usn perIlmblrlglrI 
pada tanah yang bersangkutlll dengan ketentuan diberi ganti rugi tBIIebih dahulu atas 
dasar musyawarah dill mufakat. 

(2)	 Segala biaya yang berhubungan denglll proses ganli rugi dibebankan kepada pemegang 
kuasa pertambanglll yang bersangkutan. 

Pasal37 

(1)	 ApabiIa para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kala sepakat tentang ganti rugi 
sebagllmana dimaksud daIam passl34 dan pasal35 maka penentualnya diserahkan 
kepada Gubemur setempat. 

(2) Apabia para pihak yang bersangkutan tidak dapal menerima penentual GubenU' 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyeIesatannya diserahkan kepada 
Pengadilan setempal 

PuaI38 

Apablla teIah diberikan lzin Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang eli atasnya tidak 
terdapat hak atas tanah. maka tanah tersebut tidak dapal dlberl hak atas tanah lain kecuali 
dengan persetujuan Gubemur sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal39 

Tala cara pelaksanaan dan penetapan ganti rugi alas tanah sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal34, 35, 36 dan 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
bertaku. 

BABXVlI
 
PENERIMAAN KEUANGAN
 

Pasal40 

(1)	 Pemegang Kuasa Peltambangan wajib memenuhi kewajiban berikut: 
a.	 iuran tetap untuk wilayah kuasa pertambangan ; 
b.	 iuran produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaalkan ; 
c.	 pajak penghasilan badan alas penghasilan yang dilerima atau diperoleh pemegang 

kuasa pertambangan ; 
d.	 kewajiban rnernolong pajak penghasilan alas pembayaran deviden, bunga, Iermasuk 

imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalty, dan penghasilan lain 
sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan alas jasa teknik dan jasa manajemen 
serta jasa lainnya ; 

e.	 pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan 
penggunaan IlIIni dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan 
membangun fasilitas operasi penambangan ;dan 

f.	 bagian penerimaan perimbangan mlnyak bumi dan gas a1am. 

(3)	 Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialur Iebih lanjut dengan Keputusan 
Gubemur. 

(4)	 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dati kegialan pengusahaan 
minyak dan gas bumi tenliri alas: 
a. dana perimbangan ; 
b.	 iuran tetap ; 
C.	 iuran ekspIorasi dan ekspIoitasi ;dan 
d. bonus. 

(5)	 Dalam rangka optimal'! i penerinaan sebagaimana dimaksud daIam ayat (4) leI1ebih 
dahulu per1u dilakukan audit keuangan badan usaha atau bentuk usaha tetap oIeh audilur 
independen. 

Pasal41 

Pemegang kuasa pertambangan Iidak diwajibkan membayar Pajak DaentI dan IlJ'aIl Produksi 
akibat ikut tergalinya waste. 

BABXVIII
 
KEADAAN MEMAKSA
 

Pasal42 

(1)	 Apabila tenlapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terIebih dehulu 
(keadaan memaksa), sehingga pekeIjaan daIam sualu wiIayah Izin Usaha Pertambangan 
Ierpaksa dihentilcan seluruhnya atau sebagian, maka Gubemur aIau dapat menentukan 
tenggang wakIuImoraloriu yang dipelhitungkan daIam jangka wak1u kuasa 
pertambangan alas pennIntaan pemegang kuasa perIlImbangan yang belS11IgIwlan. 

(2)	 DaIam tenggang waktuImoratorium sebagaimana dinaksud daIam ayat (1), hak dan 
kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku. 

(3)	 Glbmlur mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waIduImoraIoriu IeIsebuI, 
mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah kuasa pertambangan IBrsebut 
telletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan. 

(4)	 Gubemur harus mengeIuarkan keputusan dilerlma atau ditDlaknya permintaan tenggang 
waktulmoralDrium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) daIam jangka waktu selambal­
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lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya perminlaan tersebut. 

Pasal43 

(1)	 Pemegang kuasa pertl¥nbangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan pesebJjuan 
Gubemur sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya. 

(2)	 setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangl peIaksanaan 
hak dan kewajiban pemegang kuasa Pertambangan. 

BABXlX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal44 

(1)	 Dalam rangka pembinaan, pemerintah bJRIt memberi pedoman, bimbingan, anNn dan 
supervisi penyelenggaraan usaha per1ambangan di Provinsi. 

(2)	 Dalam rangka penyelenggaraan usaha pertambangan di Kabupalen/Kola, Gubemur 
menyiapkan dan memberikan pendldikan dan pelatihan kepada aparat KabupatenlKota. 

Pasal45 

Pemblnaan Usaha Pertambangan Umum juga dilakukan dengan menyeIenggaraka bimbingan, 
penyuluhan dan pelalihan kepada pemegang kuasa Pertambangan, Perlambalagan Rakyat dan 
kelompok penambang lainnya. 

PasaI46 

(1)	 Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum dilaksanakan oIeh Gubemur, 
Lembaga Swadaya MasyarakaI dan rnasyarakat setempaI. 

(2)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diabJr lebih Ianjut dengan Keputusan 
Gubemur. 

Pasal47 

Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Umum dilakukan pada semua tahapan usaha 
pertambangan sampai dengan pasca tambang rnencakup aspek keseIamalan dan kesehatan 
kelja tambang, lingkungan h1dup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, 
kelenagakeJjaan, pengeIoIaan data, pelaksanaan penggunaan produksi daIlm negeri, 
penguasaan, pengembangan dan penerapan leknologi, serta penerapan standII' pertambangan 
umum. 

Pasal46 

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertl¥nbangan 
serta 6ngkungan h1dup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal46 dilakukan oIeh PeIaksana 
Inspeksi Tambang (PIT). 

BABXX 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pall 49 

(1) Bila dalam peIaksanaan kegiatan usaha pertambangan leIjadl sengketa antara pihak, 
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maka para pihak yang beIseIisih dapat menyelesaikan dengan cara melalui badan 
albitrasi. 

(2)	 Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsilidasi tidak tercapai maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui jaJur hukum yang be~aku. 

BABXXI 
PENYIDIKAN 

Paul 50 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri teltentu di6ngkungan Pemerintah Provinsi diberi _nang 
sebagai penyidik untuk membantu penyelidikan tindak pidana di bidang pengusahaan 
perlambangan. 

(2)	 Penyidikan sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) memberitahulall mulai penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam kaftan Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XXII
 
KETENTUAN PIDANA
 

P888151
 

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan tanpa mempunyai 

kuasa Perlambangan tahap ekspIoitasi sebagaimana dimaksud daIan pasal3 ayat (1) 

dan pasal13 ayat (1) melakukan penambangan sehingga menimbullall kerugian Negara 

dan atau Provinsi serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan 

ketentuan perund~ndangan yang bertaku dibidang Lingkungan Hidup. 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memPlJ'lYai kuasa 

peltambangan ekspIorasi, diancam dengan pidana sesuai dengan ketenbal perundang­

undangan yang berlaku. 

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja rnenyampaikan Iaporml yang 

tidak benar sehingga dapat rnerugikan negara dan atau Provinsi, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,­

(lima juta rupiah). 

(4)	 Pemegang Kuasa Per1ambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum 
memenuhi kewajiball-kewajiban teIhadap yang berhak alas tanah diancam dengan pidana 
kurungan 1(satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,­
(sepuluh juta rupiah). 

Pernegang hak alas tanah dan banda yang ada di atasnya yang mBiinla'lli atau mengganggu 
usaha pertambangan yang sail seIBIah pemegang kuasa Perlambangan IIl8IIl8IItti syn. 
syarat sebagairnana dimaksud daIam pasal34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiSl). 

Pa1a153 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud daIam pasal50 ayat (1) dan (2) adaIah kejahatan dan 
perbuatan lainnya adalah pelanggaran. 
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Palal54 

Selain ketenluan sebagaimana dimaksud dalam pasalSO ayat (3) dan (4) kepada pemegang 
Kuasa Pertambangan dapat dikenakan pldana Iambahan benJpa pencabuIan hak atau 
perampasan barang-barang yang dipelgunakan dalam melakukan tindak pidana 1Brsebul 

BABXXIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Passl55 

Pada seat berlakunya Qanun ini, semua ketenluan yang ada sepanjMg tidak beI18nIangan 
dangan Qanun ini dinyatakan lIllap berlaku. 

Hal-hal yang menjadi kewenangan KabupatenlKola namun belum dapat dilaksanakan oleh 
KabupatenlKota dapat dHimpahkan dengan Sural Kepulusan BupatilWalikota kepada Gubemur 
untuk dilaksanakan oleh Provinsi. 

BABXXJV 
KETENTUANPENUTUP 

PasaI56 

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditelapkan lebih Ianjut dengan Keputusan 
Gubemur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan mempethatikan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

PasaI57 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan QallU11 ini dengan 
penempatannya dalam Lemblran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Disahkan di Banda Aceh 
padatanggal 14 0k1Dber 2002 

7 Sya'ban 1423 

GUBERNUR 
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM. 

ABDULlAH PUTEH 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada langgal15 Oktober 2002 

8 Sya'ban 1423 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAlAM 

THANTHAWI ISHAK 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 55 

SERI E NOMOR 4 

PENJELASAN 
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ATAS 

RANCANGAN QANUN NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMeR 12 TAHUN 2002 

TENTANG
 
PERTAMBAGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS AlAM
 

A.	 UMUM 

Bahwa bahan galian sumber daya aIarn yang tak terbarukan, adalah Kekayaan Bangsa Nasional 
Indonesia sebagal karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara, maka daln pengusahan dan 
pemanfaatannya wajib untuk mempeIhatikan untuk sebesar-besamya kemaknuan rakyal saat ini dan 
generasi yang akan datang dan untuk memanfaalkan sumber daya aIlI1I IBlsebuI, perU dikelola oIeh 
Pernerintah baik Pernerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussaln secara elisIen, 
lransparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. 

Bahwa perkembangan pengusahaan peltlnbangan yang telah memasuki era Globalisasi, dimana 
persaingan bebas yang didasari oIeh kemajuan teknologi dan inforrnasi, pertambangan sudah manjadi 
tuntutan yang mendunia, dan untuk iIu dipellukan suatu perangkat hukum yang memadai. 

Di samping itu dalanl rangka mendorong dan mengoptimalkan peIaksanaan otonomi daerah rneIakJi 
pemberdayaan daerah di bidang pengeIoIaan bahan galian demi peningkatan kesejahteraan rakyat 
setempat, maningkatkan peran swasta nasional daIam kegiatan us5la pertaiilbangan, memberdayakan 
usaha keci dan koperasi daIam rangka perr""alaan kemalunuran dan kesempalan benJsaha dan berupaya 
mengurangi dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan, dipe~ukannya tatanan hukum yang dapat 
meIandasi kegiatan usaha pertambangan daIarn iklim yang sehat dan mampu maningkatkan daya saing 
usaha yang keeil dan koperasi, sehingga dapal diperoleh elisiensi dan produklililas yang lebih linggi. 

B. POKOK·POKOK P1K1RAH 

1.	 Beradasar1<an Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia mem~kan 

kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan NasilnaI 
tersebut agar tercapai rnasyarakat adiI dan makmur. 

2.	 DaIam rangka mendorong peIaksanaaan Olonomi Khusus, maka pelaksanaan pengusahaan bahan 
galian yang dikuasal oIeh Negara pegeIoaIannya juga ditaksanakan oIeh pernerintM Daerah Provtnsi 
Nanggroe Aceh Darusssaln yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota tempat Illnlapalnya bahan gaIian 
dimaksud. Dengan semangat Olooani, maka rnasyarakat setempat dapaI rnerasakan manfaat antln 
kegiatan us5la pertambangan sehingga kemakmuran yang merata sampai kepeIosok Negara akan 
tercapai. 

3.	 Kewenangan Pemerintah pusat masih diperlukan dalam rangka pengeloIaan pertambangan umurn 
ini, sesuai dengan OIDnomi Khusus yang ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, 
meliputi kebijakan umum dan kewenangan operasional pengusahaan bahan galian diuar 12 Mil Iaut 
dan garis pantal serta kewenangan operasioanl pengelolaan bahan gaIian seen ekskIusif pada 
landas konlinen Indonesia di Iuar daerah Iaut lBriIDriai Nasional. 

4.	 Bahwa usaha kecil cutup tanggldl daIam menghadapllllkanan ekoroni di masa krisis mOllee 
dewasa ini, kanlna usaha daIam skala keciI sangal elisien daIam rneIaksanaIuIl kegiatannya, etek 
ganda dan keberadaanya cukup basa' l8rutan1a daln penyediaan Iapangan kerja bagi rakyal 
banyak. Agar peran rakyat pada kegiaIsI pertambangan dapat dilingkalkan dan dapaI bersaing, maka 
usaha skala kecil serta peranan rakyal selempat perU didorong dan dibantu oleh Pelil8lillah dan 
Pernerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun oIeh para pengusaha 
peltlnbangan skala basa'. 

5.	 Qanun ini disusun berdasartan asas asas, antara lain : kepastian hukum, n_,laat dan konservasI 
bahan gallan kaseimbllngan antln hak dan kewajiban pemagang Izi1 Usaha Pertambangan; 
dekonsenlrasi, kerakyatan dan swastlliisasi; kesejahleraan sosiaI bagi masyarakaI setempeI eli 
sekitar Wilayah Izln Usaha Pertambangan; dill Lingkungan. 
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C. PENJELASAN PASAL OEMI PASAL 

Pasall 
Cukup Jelas. 

PasaI2 
Ayal (1)
 

Cukup jelas.
 
Ayal (2) :
 

a.	 GoIongan Bahan galian strategis terdiri alas:
 
minyak bumi, bitumen cair, Iilin bum, gas alam;
 
bitumen padat aspal;
 
antrasil, batubara, batubara muda;
 
uranium. radium. thorium dan bahan-bahan galian radio aklif laiooya;
 
nikel, koball;
 
timah. 

b.	 GoIongan Bahan galian viIaI terdiri alas: 
basi, mangan, molibden, krom. woIfTam, vanadium, liIan; 
bauksil, lembaga, timbal, seng; 
emas, platina, perak, air raksa, intan; 
arsen, antimon, bismut; ytbium, rhutanium. cerium. dan Iogam-logam langka lainnya; 
berillium, korundum, zirkon, kristaI kwarsa; 
krioiR. fluourspar, barit; 
yodium, brom, khlor, belerang 

c.	 Golongan Bahan galian yang tidak lermasuk goIongan aatau b adaIltI : 
nRrat-nRrat phospat-phospat, garam batu (haIRe); 
asbes, talk, mika, gralit, magnasit; 
yarosil, leusit, tawas (alum), oller; 
batu pennata, batu setengah permata; 
pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentoniI; 
batu apung, tras, obsidian, perIiI, tanah dialDme, tanah serap (fullers earth); 
marmer. balu tuis; 
batu kapur, doIomil, kalsit; 
granil, andesiI, basal, trakhil, tanah liaI, dan pasir sepanjang Iidak mengandlllQ lJlSlJI'-unsur 

mineral goloingan a rnaupun golongan b dalam jumlah yang beraIti ditinjau dari segi ekonomi 
pertambangan. 

PasaI3 
Cukup JeIas. 

Pasal4 

Ayal(l) 

Sural Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah kuasa per1ambangan yang diberikan oIeh 
Gubemur sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan DiIeIal, Badan lain atau 
perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 
SUral Kepu\uslrl Penugasan Perlauballll8ll, adaIah kuasa perlambangan yang diberikan oIeh Gubemur 
sesuai kewenangannya kepada insIIIISl Pemetiilah IIlluk meIaksanakan lISlN pertailballllan. 
SUral Keputusan IzIn Perlailbangan, adalah kuasa perlambangan yang diberikan oIeh Gubemur sesuai 
kewenangllmya kepada rakyaI untuk melaksanakan lISlN. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

PasaI5 
Cukup JeIas. 

PasaI6 
Cutup Jelas. 

PasaI7 
Cutup jelas. 
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Pasal8 
Cukup Jelas. 

Pasal9 
CUkup Jelas. 

Pasal 10 
Cukup jeIas. 

Pasal 11 
CUkup Jelas. 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 

Pasal 13 
Cukup Jelas. 

Pasal 14 
Cukup Jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Kelompok masyarakal yang dipriol ilaskan adalah masyarakal desa setempal 

Pasal 16 
Cukup Jelas. 

PasaI 17 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Cuiwp Jelas. 

Pasal20 
Cukup Jelas. 

Pasal21 
Culwp Jelas. 

Pasal22 
Cukup Jelas. 

PasaI23 

Ayat (1) 

Konsullasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan pet1eIasan dan memperoleh 
infonnasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah teItentu yang dianggap potellsial mengandung 
sumber daya minyak dan gas bumi menjadi wilayah Kerja. 
Pelaltsanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubemur yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah 
Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dirnaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsoIidasi pembebanan dan atau 
pengembalian biaya EkspIorasI dan EksploiIasi dari suatu Wilayah I<eIja yang lain. 
Ketentuan ini juga unluk menc:egah ketidlliqBlasan pembagian pellSlirnaan P1Pet'll'lmlllllSlririlmtlallh'l Pusal dengan 
masing-maslng Pemerintah Daerah yang 1elkait dengan Wilayah I<eIja yang dimaksud. 

Pasal24 

PelSetujuan Menlllri dalam ketentuan ini dipel\ukan menglngat pengembangan Iapangan yang pertama 
dalam suatu Wilayah I<eIja menentukan dlkembalikan atau diteruskannya pengoperasian WiIayM KeIja 
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tersebut oleh Badan Usaha alau Sentuk Usaha Tetap. 
Persetujuan untuk rencana pengembangan Iapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud 
akan diberikan oIeh Badan Pelaksana. 
Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperlukan agar 
rencana pengembangan Iapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah 
Provinsi terutama yang terkail dengan rencana lata ruang dan rencana penerimaan lIaer8l dari minyak 
dan gas bumi pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-ungangan yang berlaku. 

Pasal25 

Ayat (1) 

DaIam perumusan kontrak ketja sarna, Gubemur turut mengetahui lsi kontrak dill turut menandalangani 
dokumen kefjasama tersebut 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
PasaI26 

Cukup jelas. 
Pasal27 

Cukup Jelas. 
PasaI28 

Cukup jelas. 
Pasal29 

Cukup Jelas. 
PasaI30 

Cukup Jelas. 
PasaI31 

Cukup JeIas. 
PasaI32 

Yang dimaksud dengan jaminan reldamasi adalah dana yang disediakan oIeh pemegang lzin Usaha 
Pertambangan sebagai jaminlll untuk melakuklll rekIamasi di bkIang perlamblllglll umum. 

PasaI33 

Cukup Jelas. 

Pasal34 
Yang dimaksud dengan kerusakan terhadap sesuatu yang berada di alas tanah adaIah kerusakan 
langsung akibal kegialan usaha perlambangan terf1adap tanaman budidaya, blIIgunan, infraslruktur dill 
benda Iainnya. 

PasaI35 
Cukup jelas. 

PasaI36 
Cukup JeIas. 

Pasal37 
Cukup JeIas. 

Pasal38 
Cukup Jelas. 

Pasal39 
Cukup JeIas. 

PasaI40 
Cukup JeIas. 

Pasal41 
Ayat (1) 

Yang dimaksud denglll keadaan memaksa adalah antara lain peI1ikailll bersenjala, pemberontakan,
 
kerusuhlll sipil, pemogokan, perseisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir,
 
kebakaran, dan lain-lain bencana diluar kemampuan manusia.
 
Ayat(2)
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Cukup jelas.
 
Ayal (3)
 

Cukup jelas.
 
Ayal (4)
 

Cukup jelas.
 
PasaJ42 

Cukup Jelas. 
Pasal43 

Cukup Jelas. 
PasaJ44 

Cukup Jelas. 
Pasal45 

Cukup Jelas. 
PasaJ46 

Cukup Jelas. 
PasaJ 47 

Cukup jeIas. 
PasaJ48 

Cukup jelas. 
PasaJ49 

Cukup JeIas. 
PasaJ 50 

Ayat (1) 

Yang dimaksud kerugian daerah adalah kerugian karena daerah tidak mendapat penerirnaan 
seperti pajak-pajak, iuran lBIap, royally, Iingkungan hidup dan lain-lain. 

Ayal (2) 
Cukup jelas. 

Ayal (3) 
Cukup jelas. 

Ayal (4) 
Cukup jelas. 

PasaI51 
Cukup Jelas. 

PasaJ 52 
Cukup Jelas. 

PasaI53 

Pidana tambahan adalah untuk memberatkan sanksi bagi pelaku tindak pidana 

PasaI54 
Cukup JeIas. 

Pasal55 
Cukup Jelas. 

Pasal56 
Cukup JeIas. 

Pasal57 
Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSl NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 
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BUPATI ACEI! SlNGKIL
 

PERATURAN BUPATl ACEH SINGKIL
 
NOMOn 05 TAHUN 2009
 

TENTANG
 

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 

DENGAN nAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
 

llUPATI ACEH SINGKIL
 

llienimbang : a.	 bahwa Sumber Daya Alam adalah anugerah dari Allah SWT yang harus 
dikelola secara efektif dan efesien sehingga bennanfaat bagi 
kesejahieraan rakyat ; 

b. bahwa kegiatan usaha Pertambangrul mineral dan bambara yang • 
mel1lpakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan 
gas bumi serta air tanah ll1empunyai peranan penting dalam ll1emberikan 
nilai tambah secara nyata kepada pertull1buhan ekonoll1i nasional dan 
pembangunan daerClh seCaI'a ber.kelalljutan ; 

c. bahwa sebagian pelaksanaan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang. Pell1erintahan Aceh, 
perlu meninjau lebih jauh kewenangan daerah sebagai daerah olOnoll1i 
khusus; 

d. bahwa untuk melaksanakan yrulg dimaksud tersebut pada huruf a, b, dan 
c, perlu dikeluarkan l'eraturan Supati Aceh Singkil. 

JAengingat 

I. Undang-Undang Nomo,. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonomi 'Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Pre\'insi. 
Sumatera Utara (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64,Tanlbahan Lembaran Negara Nomr 1103); 

2. Undrulg-Undang NomOI" 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan D•.s", POk'JK­
Pokok Ag,.aria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l%O 
Nomor I04.Tambahan Lembaran Negara NomOI" 2043); 

3. Undang-Undang Nomor	 II Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan 
pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negro'a Nomor 2831); 

4. Undang-Undang	 Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman lvIodal 
DaJarn Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undaitg-Undang 
Nomor 12 Tahun 1970 tentang PelUbahan dan tambahan Undang­
Undang NomoI' 6 T3lhlil i 963 tentang Penanaman Modal Dabul1 N~geri. 

5. Undang-Undang NOI'l",,"- Ii! Tahun 1997 tehlang Pengelo!aan 
Lingklmgan hidu!, (l..embe"f.l Negara Republik Indo"esia Tahun 1997 
nOl11or 68.Trunbah&h ienll~ Negara Nomar 3699);'. 
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6. Undang-Undnng Nonw!' 5 Tahun 1999 ten tang Larangan Prakt.::k 
Monopolj dan Persilingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesi::l rahun 1999 Nomor 33. Tambaha Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'iomor 38 17) ; 

7.	 Undang·Undang NOll1or 14 rahul1 1999 tentang Pembenwkan 
Kabupaten Aceh Singki! (Lembaran Negflra Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 48, Tal11bnhall L~mbaran ~egara NomoI' 3827)..; 

8. Undang-Undang NomoI' 44 rahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Provinsi Daerah ISlimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 NomoI' 172,Tambahan Lembaran 
Negarn nomor 3893): 

9. Undimg-Undang NomaI'I 8 Tahun 2000 tentang Pembenrukan Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam ~ 

10. Undang-Undang NomoI' 34 Tahun 2000 tentang Perubahan aras 
Undang-Undang NOlllor 18 Tahun J997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. 
Tambahan Lembaran Nt:gara Nomor 3827); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 [entang Pembentukan 
Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tabun 2004 
NomoI' 53. Tarnbahan Lembaran NomoI' 4389) ; 

12, Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernt:rimah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Nomar 4438); 

13. Undang-Undang Nomor II rahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4633); 

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

IS. Undang-Undang ;\omor ]2 Tahtm ~008 tentang Perubahan Kedua Atas 
l!ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 

16. Undang-Undang Nomor '-I. tahun 2009 temang Pert.ainbangan Mineral 
dan Batubara ; 

17. Peraturan Pemerintah 'Nunor 2i Tahun 1980 tentang Penggolongan 
Bahan-bahan Galian ; 

18. Peraturan Pemer;mah Namor 104 [ahun 2000 tentang Bag; Hasil ; 

19. Peraturan Pemer;nlah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraruran Pcmerinlah Nomor 32 Tahun 1969 temang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertambnnean (Lcmharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ; 

"":.:" 
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20. Peraturan Pemerinlah Nomor 45 tahull 2003 tentang Tarif Alas Jenis 
Penerimaan Negara Bllknn Pajak yang berlaku pacta departemen Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

21. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tcmang Pcngclola,,,, 
, Keuangan DaeraJl (Lemba,"n Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 

Nomor"l40, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerimah NomoI' 38 Talmo 2007 temang Pembaginn tJrusan 
Pemerintahan amara Pcmerimah Provinsi dan Pemerintah daerah 
KabupatenIKota; 

23. KepUltisan Nlenteri Energi dan Sumbcr Daya N1Ineral Nomor 1452 
K1101MEM12000 tanggal 3 November 2000, tentang pedoman Teknis 
Penye!enggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber 
Day.	 Mineral dan Energi, PenYlisunan Peta Geologi, dan Pemetaan 
Zona Kerenranan Gerakan Tanah; 

24. Keputusan	 Menteri Energi dan SlUliber Daya Mineral Nomar 
1453K1291MEM12000 lnnggal 3 November 2000 tentang Pedomall 
Teknis Penyelengg;:l\"fWn Tugas Pemerimahan di Bidang Pertambangan 
Umwn; 

25. Kepulusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1455K!30IMEM/2000 1'\Il~gal 3 November 2000 lentang Pedoman 
Teknis Penyelcnggaraal1 Tligas Pemerintahan di Bidang Minyak dan 
Gas Bumi; 

.26	 ~anun Provinsi NOllggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Pertambangan Umllm. Minyak Bumi dan Gas Alam; 

27. Qallllll Aceh NOl11or 3 Tahun 2007 tentang Tara Cara Pembentukan 
Qanlln. 

MEMUTUSKAN: 

!Ifenetapkan PERATURAN BUPATI ACEU SINGKIL TENTANG 
PENGELOLAAN llSAHA PERTAMBANGAN MINERAL 
DAN BATUBARA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Ilalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

II)	 Kabupaten adalab bagian dari d"c",h Provinsi sebagai sumu kesatuan masyarakat 
hukum yang diberi kewenangan khsusus untuk mengarur dan mengurus sendiri 
lIn1san pemeri-mahan dan kepentil1g~m mElsyarakat setempat sesuai dengan 
pemturan pcrundang-undang~1I1 dalJI1l sistern uan prinsip Negara Kesatllnl1 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undung Negura Republik Tahun 1945 
yang dipimpin oleh Bupati. 

12) Pemerintahan Kabupaten ndalnh pCllyelenggaraan urusan pemerintahnn yang 
dilaksanakan oleh pemerim<lh Kabupaten dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerab 
Kabupaten g~sllai dengan tung~j tbn kewenangannya masing-masing. 

203 

41540.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Lampiran 8 

1J) Bupati adalah Kepala Pemerinrah Kabupalen Aceh Singkil yang dipilih melalui 
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. 

14) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang seJanjulnya disebut Dewan 

, Perwakilan Rakym Kabupalen (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten yang angoranya dipilih melalui pemilihan umum. 

(S) Usaha Pcrtambangan adalah kegiman clalam rangka mengetahui potensi, 
keterdapatan, kualitas bahan galian, kegiatan penambangan, 
pengolahanlpemurnian. pengangkutan dan penjualan. 

(6) Bahan galian adaJah unsur-llllsur kimia, mineral bijih sega}a macarn batuan, 
batubara, d~Ul gambul yang merupakan endapaT1/suspensi alam. 

17) Penyelidikan umum adalah Penyelldikan secara Geologi umum atau Geofisika, di 
daratan, perairan. dan dari udara, segala sesuatu ul1tuk membuat peta Geologi 
umum atau untuk menctapkcm [anda-tanda adanya bahan galian pacta urnumnya. 

(8) Eksplorasi ad"alah IXnydidiknn untuk memperoleh informasi secara teliti dan 
seksama tentang kualitc\s dan kllElntitas bahan galian sena keterdapatan dan 
sebarannya. 

19) Eksploitasi adalah tahapan usaha portambangan untuk menghasilkan dan 
memanfaatkan bahan galian. 

110) Konlrak kerjasama adalah kOl1lrak bagi hasil atau bentuk-bentuk kontrak 
kerjasama lain dalam kegiatan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 
mengul1tungkan Negarn dan Daerah serta hQsilnya dipergunakan sebesar-besamya 
bagi kemakmuran rakyat. 

II I) \Vilayah Kelja adalah da~rah tertcntu lIJ1\uk melaksanakan eksplorasi dan 
eksploitasi. 

112) Pengolahan/pemurnian adalah tahapan usaha pertambangan, umuk rnempeninggi 
mutu bahan galian untuk memperoleh unsur yang tercapai pada bahan gal ian itu 
serra memanfaatk3Jmya. 

113) Pengangkutan adalall tahap"n usaha penambangan untuk memindahkan bahan 
galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan 
eksplorasi, eksploitasi, dan tempat pengolahan/pemumian. 

114) Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan umuk menjual bahan galian dan 
hasil pengolahanlpemurnian bahan galian. 

(15) Kuasa pertambangan adalah WC\-Veniing yang diberikan kepada badanlpel'Orangan 
lIntuk melaksanakan usaha pel1ambangan. 

1\ 6) Pertambangan Rakyat adalab usaha penambangan yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat. 

117) .lasa penambangan adalab kegiman jasa untuk melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjangnya. 

118) Rekomendasi adalah kererangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai 
syarat lIntuk mendapatkan izin. 

119) Menteri adalah menteri yang lin~kup tugas dan ta.nggllng jawabnya melipmi 
keg;atan Penambangan Umul1l. 

120) Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang 
bersifat tetap dan tenls-menerus~ dan yang didirikan sesuai dengan peraturan 
Penmdang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah 
Republik Indonesia. 

121) Bentuk usaha tetap adalah Badan Usah. yang didirikan dan berbadab 
hukum diluar wi/ayah Negara Ropublik Indonesia dan melakukan kegiatan di 
wilayah Republik Indonesia, 

122) Wilayah Kuasa Penarnbang.n atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tenentu 
dalam wilnynh hllkum pertamhangan Indonesia untuk melakukan kegia\an 
Eksplorasi dan Eksploitnsi Pt::rtamb..mgan Umlll11. 

204 

41540.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Lamprran 8 . 

BAB II
 
!lUANG LlNGKUP
 

Pasal2
 

II)	 Penyelenggaraan usaha Penambangan Mineral dan Batubara dalam Peraturan ini 
adalah untuk pengusahaan bahan galian yang terdi ri atas 3 (tiga) goiongan: 
a. Golongan A, Non Migas (Strategis) sepel1i: Batubara, Nikel, Kobal, Timah dan 

Uranium: 
b.	 Golongan B (Vital) seperti: Besi, mangan, molibdenum, kromit, wolfram, 

vanadium, titanium. bauksit, tel11baga, timbal, seng. emas, platina, perak, air 
raksa, intan, arsen, amimon, bismut, yutriuffi, rutenium. cerium dan logam 
langka lainnya, beriliulTI. kor.Jndum. zirkon, kristaLkwarsa,kriolit,flourpar,barit, 
iodium, beam, klor dan belerang ; 

e. Golongan C (tidak termasuk A dan B) seperti: Nitrat, fosfat, garam batu (haJite), 
asbes, talk, mika, grali!. magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu 
pemlata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gipsum, bentonit, batu apung, trass, 
obsidian. perlit, tanall diatomea, tanah serap, marmer, batu tutis, batu kapur, 
dolomit, katsit, granit, andesit, basal, trakit, tanah Iiat, dan pasir (sepanjang 
tidak mengandung unsur mineral goiongan A dan B dalam jumlah ekonomis). 

12)	 Ruang Lingkup dalam Perdturan ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 
Pertarnbangan Mineral dan Batubara yang meliputi : 

a.	 Peneadangan dan Penetapan wiiayah usaha pertambangan; 
b.	 Pemberian Kuasa Pertambangan (KP); 
e.	 Pemberian Perizinan Penambangan Rakya\ (SIPR); 
d.	 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan dalam bentuk 

Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusal18an Pertambangan batubara (KK dan 
PKP2B); 

e.	 Pengevaluasian dan Pclaporan Kegiatan; 
f.	 Pembinaan dan Pengawasan; 
g.	 Pemberian rekomendasiJperselujuan 1zin non inti. 

BAB III
 
ORGANISASI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
 

Pasal 3
 

(I)	 Untllk penyelenggaraan pengelolaan llsaha pcrtambangan bahan galian stralegis 
dan vital (golongan A dan B) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan 
Pemcrintah Kabupaten sesuai ke\':enallgannya, scdangkan untuk bahan galian non 
strategis dan vital (golongan C) dilaksanakan oleh Pemerintah K~bupaten. 

12)	 Untuk usaha pertambangan bahan gal ian Golongan C yang menggunakan 
peralatan beral dan atau bahan pcledak hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah 
mendapat izin prinsip Gubcmur ;:Hau pcrselujuan dad Gubernuf. 

t 3)	 Fungsi-fungsi pengelolaan t1saha pertambangan mineral dan' batubaru 
sebagaimana termaksud dalam ayat (1) meiiputi: 
a.	 Pengaturan; 
b.	 Perizinan; 
c.	 Pembinaan dan Pengawasan: 
d.	 Pengelolann Intbrmasi Pt:r1flmbJngan Mineral dan Bll.tlIbara; 
e.	 PengevaJuasian dan Pelapoml1 Kegi<uan. 

"', 
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Pasal4 

J:c"venangan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital 
(golong3O A dan B) sobagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) dalam 
J,elaksana3Onya Bupati dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. 

BAillY
 
PENGUSAHAANPERTAMBANGAN
 

Pasal 5 

11)	 Seliap Usaha pertamb30gan bahan gal ian strategis dan vital (golongan A dan B) barn 
dapat dilaksanakan apabila telab mendapalkan Kuasa Pertambangan (KP). Kontrak 
Karya (KK). Perianjian Karya Pengllsahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Surat 
Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dar! 
Bupati sesuai kewenangannya. 

(Z)	 Usaha Penambang30 bahan galian stratogis dan vital (golongan A dan B) dalam 
rangka Pemberian Kuasa Perrambangall dapat diberikan kepada :
 
3.. Perusahaan Neg3.ra;
 
b.	 Perusahaan Daerah; 
c.	 Koperasi; 
d.	 Perusahaan Swasta Nasional; 
e.	 Perorangan; 
f.	 Perusahaan dengrul modal bersama antma negaraJperusahaan disatu pihak 

dengan Provinsi dan awu Kabllpm~n atau Perusahaan Daerab dipihak lain; 
g.	 Perusahaan dengan modal bersal11a antara negara lperusahan negara dan atau 

daerahlperusahaon daerah disatu pihak dengan Badan dan atau perseorangan 
swasta di pihak lain. 

(3) Usaha Pertambangan bahan galian golongan A dan B da1am rangka Kontrak Karya 
(KK), Perjanjian Karya Pengusal1aan Penambangan Balubara (PKP2B) dilakukan 
oleh Bad30 Hukum Indonesia yang bergeral<. di bidang Pertamb30gan Mineral Jan 
Batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 6 

II)	 Kuasa Perlambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ay.t (1) diberikan 
dalam bentuk : 
a. Surat Keputusan Perr.berian Kuasa Pertambangan; 
b. Surat Kepumsan Penugasan Pel1.:.'\mbang~n; 

c. Sural Keputusan lzin Pertambangan Rakyat. 

12) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri alas: 
a.	 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; 
b.	 Kuasa Pertambangan Eksplorasi; 
c.	 Kuasa Pertambangan Eksploitasi; 
d.	 Kuasa Pertarnbangan Pengolahan dan Pemurnian; 
e.	 Kuasa Pertambangan Pengangkulan; 
f.	 Kuasa Pertarnbangan Penjualan. 
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BAIl V
 
'rATA CARA MEMI'EROLEH KUASA PERTAMBANGA?'I
 

Pasal 7 

(t) Permohonan Kuasa Pen~tmbangan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan 
melampirkan persyaratan-persyanlliln yang ditetapkan. 

(2)	 Benwk dan syanll-syarat permobonan s~bagaii11an[l dimaksud pacta ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
a. Surat Keterangan lzin Peninjauan (SKlP), persyaratannya adalah : 

1. Sural Permohcnan ; 
2. Akte Pondirian Perusahaan ; 
3. Peta Wilayah dan lilik koordinat (iika ada) 

b. Kuasa Penambangan (KP) Peoyelidikan Umum, persyaratannya adalah : 
J. Sural Perrnohonan ; 
2. Peta Wilayah ; 
3. Laporan SKlP : 
4. Rekomendasi Glibernlir (KPPU): 
5. Akte Pendirian dan Perubahan Porusahaan; 
6. Telaahan teknis insmnsi terkail ; 
7. Laporan PenyeJidikan Umum (selelah KP dikeluarkan); 
8. Laporan Keuangan yang telah dialldit ; 
9. Buktt pembayaran iuran penambangan. 

b. Kuasa Pertambangan (KP) Eksptorasi, persyaratannya adalah.: 
1. Sural Permohonan ; 
2. Peta Wilayah ; 
3. Rekomendasi Gubemur (KP Eksplorasi); 
4. Telaahan temis inslansi terkait ; 
5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusal,.an; 
6. Laporan Eksplorasi (setelah KP dikeluarkan) ; 
7. Reneana kerja dan biaya ; 
8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ; 
9. Bukti pelunasan iuran pertambangan; 
10. Bukti Pelunasan Jaminan Kesunggllhan. 

e. Kuasa Penambangan (KP) Eksploitasi, persyaratarUlya adalah : 
I. Surat Permohonan ; 
2. Peta \Vilayah : 
3. Rekolllendasi Gubemur (KP Eksploitasi); 
4. Jaminan Reklamasi ; 
5. Telaahan temis instansi terkail ; 
6. Reneana kerja dan biaya ; 
7. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 
8 Laporan Eksploitasi (setdah KP dikeluarkan) :
 
9. Laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study) ; 
10. Laporan AMDAL alau UKL dan UPL ; 
II. Laporan Keuangan yang telah diaudit ; 
12. Bukti pelunasan iuran pertambangan. 

d. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian, persyaratannya adalah : 
J. Surat Pelnlohonan ; 
2. Peta Wilayah ; 
3. Rekomendasi Gubeenur (KP Pengolahan dan Pemurnian); 
4. Reneana kerja dan biayn ; 
5. Akte Pendirian dan Penlbahsn Perusahaan;
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6. Laporan Pengolahan dan Pemurni,m (seteJah KP dikeluarkan) ; 
7. Laporan AMDAL alau UKL dan VPL ; 
8. Ke.sepakatan Pemegang KP : 
9. Laporan Keuangan yang telah d'.udit ; 
10. Buktj pelunasan iuran pertambangan. 

e. Kuasa Pertarnbangan (KP) Pengangkulan dan Penjualan, persyaratannya adalah: 
1. Surat Pennohonan ; 
2. Peta Wilayah ; 
3. Rekomendasi Gubernur (KP Pengangkut.n dan Penjualan); 
4. Rencana kerja dan biaya ; 
5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan; 
6. Laporan Pengulahan dan Pemurnian «eletah KP dikeluarkan) ; 
7. Persetujuan pernegang KP Ekspluilasi ; 
8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ; 
9. Bukti pelunasan iuran perlambangan. 

\ 3)	 Apabila dalam satu wilayah lerdapat lebih dari satu pemohon, maka prlomas 
pertan,a dilentukan oleh Bupati atas dasar urutan dan kelengkapan persyaratan 
pemohon. 

BAB VI
 
LVAS WILAYAH
 

Plisal 8
 

II) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar. 

12) Luas Wi/ayah yang dapat diberikan untuk salu Kuasa pertambangan Eksplorasi 
O1aksimal 7.000 (tujuh ribu) hektar. 

t 3) Luas Wilayah yang dapat diberikan ullluk saru Kuasa pcrtambangan Eksploitasi 
maksimal3.000 (tiga ribu) hektar. 

( 1) Jumlah wilayah Kuasa Perlambangan yang dapat diberikan kepada perusahaan atau 
perorangan maksimum 2 (dun) wilayah. 

\2)	 Untuk mendaparkan luas wiJayah Kuasa Perlambangan atau jumlah wilayah Kuasa 
Pertambangan melebihi ketentuan ICrI111lksud dalam pasal 8 dan pasal 9 ayat (I) 
Peraturan ini harus berdasarkan peI1imb'lI1g.an teknis dan persetujuan dari Bupati. 

lIAO VII
 
MASA BERLAKUNYA KUASA I'ERTAMBANGAN
 

PasnI 10 

\ I) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untukj.ngka waktu 
6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (en.m) bulan apabila diperlukan. 

P~tsal 1] 

11)	 Kmlsa Pertambangan Eksplorasi diberikan lIntuk jangka waktu maksirnal 3 (riga) 
tahun. 
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,
 

j 2)	 Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud aya! (I) depat diperpanjang 
sebanyak 2 (dua) kati, setiap kali perpanjangan 1(sattl) tahun. 

(3) Apabila pemegang Kuasa	 Pert3mbangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan 
usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, dapot diberikan perpanjangan Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya I (sam) tahun untuk pembangun~1l1 

fasilitas eksploitasi. 

Pasal 12 

II) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberiken untuk jangka wakttl selama-Iamanya 30 
(tiga puluh) tahun. 

12)	 Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada aya! (I) dapa! di 
perpanjang sebariyak 2 (dua) kali. setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh) tahun. 

Pasa! 13 

II) Kuasa Pertan1bangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka wakttl 
selama-Iamanya 30 (tiga puillh) rahun. 

12) Kuasa Pertanlbangan Pengolahan dan Permurnian sebagmmana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh) 
tahun. 

Pasal.14 

II) Kliasa Pertarnbangan Pengangkutan dall Penjualan diberikan untuk jangka wak!U 
selama-lamanya 5 (lima) tshun. 

12) Kuasa Pertambangan Pengangkulan dan Penju.lan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. setiap kali perpanjangan 2 (dua) rahun. 

Pas.l ]5 

II) Permohonan perpanjangan KU8sa Perta1llbangan sebagaimana dimaksud pacta pasal 
II, 12, 13, 14, Pemturan ini diajllkan oIel1 pemohon secara temdis kepada Bupali 
sejak 3 (tiga) bulan sebeilim berakhir masa berlakunya. 

!lAB VIII
 
PENUGASAN PERTAMBANGAN
 

Pasal 16 

I!) Kuasa Perrambangan penuga:ian dap<..ll diberikan kepada Jnstansi Pemerintah atau 
Perguruan Tinggi dalam rnngka penelitian bahan galian sesuai dengan kewenangan 
dan ketentuan yang berlaku. 

BAil IX 
PERTAMBANGAN RAKYAT 

Pm;aJ 17 

\J) Bupati sebelum memberikan izin perlambangan rakyat terlebih dahulu menel.pkan 
Wilayah Pertambangan Rakyal (WPR) selelah mendapat pertimbangan teknis dari 
In$tansi terkait. 
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l2)	 Usnha pertambangan mkyat bal1Y~1 di~1crikan kepadiJ perorangan dan atau kelompok 
masyarakar. 

13) Pengaturan lebih Janjut ditclapbn dcng.n Keputusan Bupati dengan berpedoman 
pacta peta zonasi perw.mbnng~n KabulxHcn. 

BABX
 
HAl( DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
 

Pasal 18
 

(l)	 Pemegang Kuasa PeTt~.\lnbangan b~rh8.k untuk mdakukan kegiatan di dalam wilayah 
Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan sebagaim.na dimaksud daJam BAB IV pasal 
(6) Peranlran ini. 

12)	 Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan 
usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan pemlOhonan tertulis kepada 
Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.. 

14) Pemegang Kuasa Pertambangan EksplOTasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke 
tahap eksploitilsi dengan mengajHkan permohonan tertulis kepada Bupati dengan 
mengajukan persyaratan yang ditentukan. 

\4) Pemegang Kuasa Peltambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan 
Eksploitasi berhak memiliki bahan gal ian yang lergali setelah memenuhi kewajiban 
membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi. 

15)	 Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan 
prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan. 

Pasal J9 
I J) Pemegang Kuasa I'enambang.n sebelum memperoleh Izin Eksp!orasi diwajibkan 

lerlebih dahulu menyetorkan Jaminan Kesungguhan sebesar 25.000,- per Hektar 
kepada kas khusus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) 
Kabupaten Aeeh Singkil. 

t2) Jaminan Kesungguhan tersebu[ akan dikembalikan secara beltahap besena bunganya 
pada setiap tahapan kuasa pel1.mbangan kepad. pemegang kuasa pertambangan 
sebesar 200/0 (persen) d<:lri jU1l11ah kt'scluruhanjaminan yang diserorkan. 

Pasa! 20 
II)	 Sejak dikeJuarkannya Kuasa Pertamb.ngan (KP) Eksplorasi oleh Bupati, Pemegang 

Ku.n kuasa Pertambangan diwajibbn Olembuka Kantor Perwakilan di wilayah 
Kabupaten Aeeh Singki! untuk kelanearan d.n keefektifan koordinas; dengan 
Pemerintah Daerah. 

12) Ketentuan sebagaiOl"na dimaksud dalam ayat (I) dilakukan selelah pemegang kuasa 
pertambangan mendapatkan izin KlIusa Pertambangan Eksplorasi dan Bupati. 

(0)	 Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengen.i hasil 
penyelidikan dan atau perkembangan kegiat.n yang relah dilakukan, kep.d. Bupa!i 
seeara berka!a setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Ill) Disamping kewajiban termaksud pada paso! J8 ayat (I), Pemegang Kuasa 
Pertambangan diwajibkan menyampaik.n lapor.n akhir kegiatanltahunan kepada 
Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan. 
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\ 4)	 SebeJurn mengajukan permol1onnll Kuasa Pertml1bangan Penyelidikan Umum. calon 
pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengajukan permohonan rnempero!eh 
Surat Ke!erangan Izin Peninjauan (SKIP) kepada Bupati. 

t 5) Pemegang Kuasa PCl1ambang,m cliwajibkan lTlembayar iuran letap sctiap tahlln 
sesuai luas dan tahapan kcgiatan., 

(6) Pemegang Kuasa	 Pertambang~m Eksplorasi di,vajibkall mernbayar iuran eksplorasi 
atas bahan gal ian yang tergali seslIni dengan tmir yang dltetapkan. 

I 7)	 Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploilasi diwajibkan membayar luran 
eks?loi tas ilproduks i alas hasil produksi yang diperoleh se~:;uai dengan tarif yang 
ditetapkan. 

(8) Segala	 ketenruan pembayaran iuran tctap, luran eksplorasileksploitasi dan iuran 
lainnya dapat dibuyarkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil. 

Pasal 21 

II) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggungjawab atas Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
bcrlaku di bidang K3. 

[2)	 Pcmegang Kuasa Perrc.lI11bang'JI1 wajib melakukan pengclolaan dan mcmelihara 
kelestariaJ.l1ingkungan sesuai kctentLian pcraturan perundang-undangan yang berlaku 
di bidang Lingkungan Hidup. 

BAn Xl 
KEMITRAUSAHA.-\N DAN I'ENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Pasal 22 

11)	 Pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batuhara (PKP2£l) dan Surat lzin Pertambangan Daernh 
(SIPD) diwajibknn menjalin huhungal\ kemitraan dalam mejalankan usahanya guna 
menghindari mUl1culnya anak PC::llSo.l1aan dari usaha yang dijalankan tersebut. 

'12)	 Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Sural Izin Pertambangan Daerah 
(SIPD) berkewajiban untuk il1endanai Program Pengembangan .Masyarakat 
(Community Development-CD) sebesar J% (satu persen) dari total biaya yang 
dikeluarkan perusahaan. Dana Comnlurtir.v Development bukml sebagai unsur 
ongkos, tetapi bagiall dari keLilltungan p~rllsahaan. 

t)) Program dan kegiatan CummunilJ' Development difokuskan pada upaya 
pemberdayaan dan pengembangan m3syarakat sesuai dengan skala prioritas 
masyarakat dan wilayah kelompok sasaran. 

(4) Perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan 
dengan pemeTintah setempat. Pemerintah setempat adalah : 
a. Gampong, Mukim dan kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan Iangsung: 
b. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil; dan 
c. Provinsi adaJah Provinsi Nnnggroe Ace:h Damssalam. 
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"( I) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 antara lain : 
a.	 Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat dan alau Koperasi sebagian 

lahan yang mengandung bahan gal ian berikut data potensinya ; 
b. Membeli hasil produksi usaha perlambangan yang dilakukan rakyal; 
c.	 Membina atau s~bagai bapak angkaL usaha pertambangan rakyat; 
d. Memberikan kesempatan kepada pengllsaha kecil alau menengah setempat untuk 

melakukan kegiatan penunjang; dan 
e. Memberikan	 kescmpatan k~p[lda masyarakal setempat ikut serta dalam 

pelaksanaan reklamasi. 

\ 2) Pemegang Kuasa Perlambangan v..:ajib memprioritaskan lerlaga ke~ia setempat 
minimal 60 % (enam puluh perscn) dalam kegialan usahanya. 

\ 3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah meneapai kegiatan eksploitasi/produksi 
wajib melaksanakan pengembang~U1 wilayah dan masyarakat meliputi peningkatan 
sumberduya manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi. 

\4) Pernegang Kuasa Pertarnbangan yang telah rnencapai eksploltasi/produksi wajib 
I11crnbina. menurnbuh kembangkan dan menjadi bapak angkat usaha keeil dan 
menengah seternpat. 

(5) Pereneanaan	 dan pelaksanaun pcngcrnbangan wilayah dan rnasyarakat dilakukan 
bersarna-sarna dengan pemerintah Kabupaten dan rnasyarakat setempat. 

Pasal24 
I~lIpati bersama-sarna dengan Lembaga Masyarakat setempat rnelakukan pengawas::lan 
l~rhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah, kernitrausahaan dan 
J,engernbangan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. 

BAIl XII
 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 

Pasal c5 

(1) Pemegang	 Ktl<lSa Pertambangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip konservas 
bahan galian dan pelt3mbangan. 

(2) Pemegang Kuasa Patambangan wajib l11e-lakukan pengelolaan dan pemantauan 
lillgkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan 
Allalisa Mengenai Danlpak Lingkungan (AMDAL) yang lelah disetujui., 

13)	 Peruntukan lahan bekas tambang dan lingkat produktifitas lahan setelah reklamasi 
ditetapkan oleh Bupali sesuai dellgan kewenangannya dengan mengikulSertakan 
masyarakal dan pemilik tanah/lahan. 

14) Peruntukan lahan bekas tam bang diealltlllllkan dalam perjanjian penggunaan tanah. 

Pasal26 
II) Sebelum melakul"m kegiatan penambangan alau operasi produksi (eksploitasi), 

pemegang kuasa pert.mbangan w3jib menempatkan jaminan reldamasi .sebesar Rp. 
cO.OOO,- (dua puluh ribu) rupiah per hoktar yang dibayarkan langsung ke rekening 
khusus janlinan reklamasi pada Dinas Pcngclolaan Kenangan dan Kekayaan Daerah 
(DPKKD) Kabupaten Aeeh SingkiJ . 
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t 2)	 Sebagaimana pasal 26 ayat (1), Pemeg..tng ,",tlasel pertambangan akan menarik 
scluruhn)'a (100%) jalllinan reklamasi berikut dengan bunga setelah sclesainya 
kegiaLan k\13Sil pertambangan pcngangkutan dan penjualan. 

\ 3)	 Setelah dana jaminan reklamasi dilerima oleb pemegang kuasa pertambangan. 
di\:\"'ajibl,an unruk segera dim~tnfaHlkan dalam kegiatan reklamasi lahan bekas 
tam bang. 

(4)	 Bupati sesuai d~ngan kewenang~mnya mt:lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pcngelolaan lingkungan hidup yang dilakukan olch pcmegang kuasa pertambangan. 

(5)	 Pelaksanaan pengawasan Peng~lolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pasca 
tam bang. 

HAll XIII 
HUBUNGAN I'EMEGANG IZIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH 

Pasal27 
i 1)	 Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha 

pertambangan yang dilakukan palla segal a sesuatu yang berada di atas [allah 
termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah. 

t 2)	 Pemegang Kuasa Permmbangan diwajibkan untuk menyelesaikan masa(ah tumpang 
tindih lahan dengsl1 pihak-pihak berw~nang sebelum usaha perw.mbangan 
dilaksanakan. 

13)	 Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rug; maupun tumpang tindih 
lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan. 

(4)	 Penyelesaian ganti rugi dan tumpang rindih lahan dapar dilakukan terIebih dahulu 
seeaea ffiusyawarah, dan apabila tidak dicapai kcsepakatan baru melalui pengadilan 
atal! Badan Arbitrasi Nasional. 

HABXIV 
I'ENERlMAA:'i KEUANGAN 

Pasal 28 

t I) Pemegang Kuasa Pertambangan wajih me111~nuhi kewajiban berikur: 
a. luran tetap umuk wilayah kuasa perwmbangan; . 
b. luran Produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan; 
c. Pajak penghasilan badan atas p<nghasilan yang direrima atau diperoleh pemegan~ 

kuasa pertambangan ; • 
d. Kewajiban memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, 

termasuk. imbalan karc:na jaminan pengel11balian utang. sewa, royalty. dan 
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik 
danjasa manajemen sen;] jasa lainll)'a ~ 

e. Pajak Bumi dan Bangwlan (PBB) untuk wilayab i2.in usaba pertambangan dan 
penggunaan bwni dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan 
membangun fasilitas operasi penambangan ; 

f. Biaya Administrasi, Pemetaan. Pengawasan dan operasional aparatur di lapangan; 
g. Biaya Sural Keterangan l2.in Peninjauan (SKIP) ; . 
h. Penerimaan lajnnya yang menyangkut dengan Retribusi yang diatur Jebih lanjut 

dalam Keputusan Bupati. 
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\2) Pe~1er\maan Neg~ra Bukan PajDk (PNI3P) yang bt:rast:ll dari kegialan pertambangan 
\.im\.lm terdiri aHls : 

<l. Dana- Perimbangan : 
b. luran Tet.p ; 
c. luran Eksplorasi dan Eksploiw~j ; dan 
d. Bonus., 

Pasal 29 

( 1) Ketennlan sebagaima.na yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 hUfUf (f) tentang 

Biaya AdministrasL, PcmetmJll. Pcl1pl\Vasan dan oIJerasional aparatur di Japangan 

akan dibebankan kepada pemcg.ang. kuasa pertambangan dan dibayarkan seslIai 

tahapan kU3sa pertambangan scbesar 10% (persen) dari modal investasi setiap 

tahapan berdasarkan laporan keuangannya. 

12) Sedangkan biaya SKIP sesuai dengan pasal 28 ayat I huruf (g) setiap pemsahaan 

maupun perseorangan dikenakan biay[1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua jura lima rallls 

ribu rupiah) dan disetorkan langs'mg kedaIam rekening Kas Daerah melaui DPPKD 

Kabllpaten Aceh Singkil. 

Pasal 30 

(1)	 Ketentuan sebagaimana dimaksud dnlnm pasal 28 ayat (2) dalam peralUwn ini darar 

dirumuskan sebagai berikut; 

a. luran Temp (LandrentlDeadrent) : 

!Luas Wilayah X Tarif I (sesw.li Tahap Kegiaran: Penyelidikan Vmum, Eksplorasi l 

Eksploitasi, Pengolahan dan Pemumian, Pengangkulan 
dan Pcniualan) 

b. luran Eksplorasi/Eksploitasi (RoyaIti) 

Jumlah Produksi yang Terjual X Prosentase T"rif X Harga Jual 

(2) Ketenluan sebagaimana datam Jyat () dapat dijelaskan me1aJLli perhiwngan sebagai 
berikut: 

a. luran Tetap (Landrellt/Deadrenr) ullluk Kuasa Pertanlbangan (KP) : 

1	 luran Tetap KUlIsa Ptnambangan (KP) SaHlan Tarif 

I (Landrent!Oe.dl~nt) (Per- (Rupiah) 

i HarrahllniBulan) 

I-A~.~p~e-n-y-el~id7.i"'k-a1-',.,U,..II-11-II1-'---------I---------;----.,----l 

I I. Tahap ke-I Per-Hal 6 Bulan 10.000,00 

I 2.Tahap kc-Il Per-Hal 6 Bulan 15.000,00 

B. Eksplorasi 

I. Tahap ke-I Per-Harrahun 20.000,00 I, 

2. Tahap k<-l1 PCI"·!-l.a(filhlll\ ,5.000,00 

3. Tahap ke-IlJ _L Per·H~l/rahun _ 30.000,OO~ 
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C. Perpanjangan Eksplorasi 

L Tallap ke-I Per-HaiTahun 35.000,00 

, 2. Tahar 'e-II I Per- 40.000,00 

I-;::-=-,-~c-:-c-==c-:-==cc:-~--..:1"''ia'''I.cT'''ah'''l'''IIl'--- -----­

i'E;-."E"'k"'sp"lo'"'i'="ta-s""i----------f-------+----­

i D. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi 

L Tahap ,;<-1 I Per-HaiTahun 50.000,00 

2. Tahap ke-Il Per-Harrahun 50.000,00 

3. Tahap ke-1I1 Per~l-Iarrahun 50.000,OQ 

I

80.000,00I ~. ::hap ke-I (surface deposilS) Per-HaiTahun 

Per-HafTahlin 100.000,00Chap ke-II (Endapan Primer/Alluvial) 

b. luran Tetap (LandrentlDeadrent) untuk Kontrak Karya (KK) dan PKP2B: 

luran Telap Kontrak Karya (KK) 

dan PKP2B 

IA. Penyelidikan Umum 

L Tahap ke·1
I 

2.Tahap ke-II 

IB Eksplorasi 

I.Tahap ke-I 

2.Tahap ke-Il 

3Tahap ke-Ill 

4. Tahap ke-IV 

5. Tahap ke-V 

C. Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

1. Taha? ke-I 

2. Tahap ke-ll 

Satuan 

(Per- Ha/TahulV'BL1Ian) 

Per-Hal Tahun 

Per-Hal Tahun 

P~r-Ha!Tahun 

Per-HaiTahun 

Per-Haffahun 

Per-HarTahun 

Pcr-Haffahutl 

Per-HarTahul1 

Per-HarTahun 

Tarif 

(US Dolar) 

0.10 

0.15 

, 
0.25 

I OJO 
I 0.40 
I 
I 0.60 
I 
L-0.8O 

3.00 

300 

\ D. Konstruksi 

I. Tahap ke-I Per-Ha/Tahlln 3.00 

2. Tahap ke-Il Per-HafTahun 3.00 

I 
I 3. Tahap ke-llI Per-Haffahun 3.00 

E. Eksploitasi 

I 
I. Tahap ke-l (surface deposits) 

I 
I 

2. Tahap ke-II (Endapan Primer/Alluvial) I 
Per·HafTahun 

Per·HafTahun 

5.00 

8:60 

I 
I _I 
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c. luran Eksplorasil Eksploitasil Royally llilluk Kuosa Pel1ambangan (KP), Konrrak. 

Karya (~K) dan PKP21J : 

,
! A. Batubara (OP~1l Pil) dgn tingkm kalori 

(Kkal/Kg) 

I. 55100 

? >5100-6100 

3. > 6100 

B. Batllbara (Underground) dgll blori 

(Kkal/Kg) 

I. .,5100 

2. > 5100 - 6\ 00 

3. >61001.55100 

C. Bijih Nikel (Garnieritik) 

D.Timah 

E. Tembag.a 

F. Timbal 

G.Besi
 

H.Emas
 

1. Zirkoll 

J. Pasir Besi 

K. Pe",k 

L. Platina 

M. Seng: 

BABXV 

Satuan Tarif 

(Paton) (% dari hargajual) 

Penon 5,00 

Perron 7,00 

P.:non 9,00 

PClton 4,00 

Pel1011 6,00 

Pertoll 8,00 

Perron 7,00 

Penon 5,00 

Penoll 6.00 

Perton 5.00 

Penon 5,00 

Perroll 6,75 

Perton 6,50 

Pertoll 6,00 

Pertoll 5,25 

Penon 4,75 

Perron 5,00 

BAGI HASIL PE:'<ERlMAAN KEUANGAN 

PaSH] 3 I 

\ l) Pemerinrah Daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Daerah (DPPKD) Kabupalen Aceh Singkil, wajib menyelorkan dana iuran telap 

(sesuai lahapan) Jan iurall eksplorasi/eksploitasi (royalti) yang dilerima dari 

pemegang kuasa perlam bangan kepada Pemerintah Pusat melalui Kas .Ni'gara dan 

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui D\nas Pengc::lolaan 

Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

(2) Selanjutnya Pemerintah Provinsi ]\iallggroe Aceh Darussalam mc::lalui Dina") 

Pengelolaan Keuangan dan KekaY~I~m DaeraJ'l Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

akan menyetorkan/mendistribusikan dana bagi hasil tersebut kepada Kabupatc::n 

lainnya di dalam Provinsi 1'\anggroc Ac~h Dmtlssalam. 
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(J) Ketentuan sebag~im<Il1a dimaksud pads ayar (1) dijelaskan sebagai berikut: 

a. luran .Tetap (Landrem/Deadrent) : 

- Pusat	 : -~O % (persen) 

. Pruvinsi	 l6 (;-'0 (pers~n) 

- Kabupa,en	 : 64 % (persen) 

b.	 luran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) : 

- Pusat	 : 20 % (persen) 

. Provinsi	 : 16 % (persen) 

- Kabllpaten Penghasil : 32 % (persen) 

- Kabupa'en Lainnya didalam: 32 % (persen) 

Provinsi NAD 

I3AB XVI 

KEADAAN MEMAKSA 

Pasal32 

\ 1) Pemegang kuasa pertarnbangan dapal m~nunda amu melanjutkan kegiatan usahanya 
dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi 
kegia,an usahanya. 

(2)	 Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (\) tidak mengurangi 
pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang knasa penambangan. 

BABXVII
 
BER<1.KHlRNY A KUASA I'ERTAMBANGAN
 

Pasal 33 

II) Apabila setelah berakhirnya .iangb waktu pemberian KlIasa Penambangan 'idak 
diajukan peningkfltan mau perp1:ln.i~lJ1gan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, maka 
Kuasa Pertambangan tersebtlt dinyatakan berakhir dan segala usaha pertumbangan 
harus dihentikan. 

t 2)	 Pemegang Kuasa Penambangan dopal mengembalikan Kuasa Penambangannya 
kepada BLlpati dengan m~ngajukan permohonan secara tenulis disertai dengan 
alasan~alasan mengenai pengembalian tersebut. 

(J) Pengembalian Kuasa Pertan1bangun baru sah selelah mendapa' persetujuan dan 
Bupati. 

(4)	 Kuasa Penambangan dapat dibatalkun oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum 
berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapal memenuhi kewajiban­
kewqjiban dalam Keputusan KUasfl Pertflmbangan maupun berdasarkan ketentu8n~ 

ketentuan lain yang berlaku. 

15)	 Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Perlambangan sebagaimana tersebut pada pasal 33 
ayat (I), (2), (3) dan (4), Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyeJesaikan 
kewajib2n-kewajiban yang belum dipenuhi selama bcrlakunya Kuasa Penambangan. 
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Lampiran 8 

BAll XVlII
 
PEMINDAHAN KliASA PERTAMllANGAN
 

Pasal34
 

.I lalam rangka meningkatkan usaha Illaka K\lasa Pertambangan dapa! dipindahkan ke 
I,Ihak lain (badan) alas persel\ljuan Supali. 

KETENTUA;>; KERJASAMA USAHA 
Pasnl35 

( I) Kuasa Pertambangan tiduk dapal dipergLlnakan sebagai unsur permodalan dengan 
pihak ketiga. 

(2)	 Pemegang Kuasa Pertambangun dapat beke~jasama dengan pihak lain seteluh 
mendapat persetujuan dari Bupati 

BABXX
 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 

Pasal 36 

(1)	 Pembinaan, Pengawasan dan Pcngcndalian kegiatan usaha pertarnbangan 
dilaksanakan oleh Supali, Lembaga Swadaya M"syarakat dan masyarakat setempat. 

(2) Pelaksanaan Penguw3san dan P~ngendalian P~ngelolaan Lingkungan: atau 
Keselamalan dan Kesehatan Kefj<l ( K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi 
Tambang (PIT). 

I J) Tatacara dan Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) 
dan pengangkatan pejabat Pelaksana lnspeksi Tambang ditetapkan lebih Ianjut 
dengan Keputusan Supali. 

BAB XXI
 
PENYELESAIAN SENGKETA
 

Pasa! J7 

( I)	 Bila dalam pelaksanaan kegiatan usaha penambangan terjudi sengketa antara para 
pihak, maka pihak yang berselisih dapa! menyelesaikan melalui badan arbitrase. 

12) Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsolidasi tidak tercapai maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui jaJur hukum yang berlaku. ' 

BABXXII
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal38
 

II)	 Pelaksana pengawasan usaha pertambangan dilakukan pada semua twpan usaha 
pertambangan sampai dengan pasca lambang mencakup aspek keselamatan dan 
kesehatan kerja, Iingkungan hidup, konservasl. produksi, pemasaran, keuangan, 
k<:tenaga kerjaan, pengelolal.ln dara, pclaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, 
p~ngLiasnan. peng<:nlbnngan dan pt:nerapan teknologi serta penerapan standar 
pertambangan. 
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Larnpiran 8 

,
 

Pasal 39 

(1) Barang. siapa yang {idak	 memrunyai Kuasa Pert<lmbangan Eksploitasi· rnelakukan 
penambangarvproduksi, dianc~'l.m hukuman penjara dan denda sesuai dengan 
ketenluan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemegang Kuasa Per1Jmbangan yung deng,an sengaja	 menyampaikan laporan yang 
ridak benm sc:hingga dCtP:ll merugikan Ncgara dan atau daerah. diancam dengan 
pidana kurungan paling lama G (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah). 

13) Pemegang KUilsa Pertambangan yang melakukul1 llsaha pertambangan sebelurn 
memenuhi kew(\jiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan 
pidana kurungan 1 (satu) tahun knrungan penjara atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp.! 0.000.000,- (sepul uh j uta rupiah). 

(2) Perbuatan-perbuatan lain yang diawr dalam Peraturan ini selain dari ketentuan daJam 
ayat (1) mempakan peJanggamp., sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasa!40 

I 'emegang hak atas tanah dan b\:nda yang ada diarasnya yang merinrangi atau 
l~engganggu tLsaha pcrtambangan :yang suh set~[ah pemegang kuasa Pertambangan 
I :lemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 27 diancam dengan pidana 
l.llrllngan paling lama 6 l~nam) buhl11 ~1[~lll denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.00u,­
tlima jUla rupiah). 

Pasal 41 

:;elain ketentuan sebagaimana dim<iksud dalam pasa! 39 ayat (2) dan (3) kepada 
I'em~gang Kuasa Penambangan dl.lpal dikenakan pidana lambahan berupa pencabutan 
~,ak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana 
[~rs~bl\t. 

BAH XXIll
 
KETENT1;AN PENI'IDIK
 

Pasnl 42 
i I)	 S~lain Penyidik Ul11l1m bcrwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalan1 permllran ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipi! (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undang~nyang berlaku. 

(1)	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimalla dimaksud pada ayot (I) pasal ini 
berwenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan 
b. Melakukan tindakan penelitian/pemeriksaan 
c. Melakukan tindakan pengenaan sanksi 

BAB XXIV
 
KETENTVAN PERALIHAN
 

rasal 43 

(!) Kuasa Pertambangan yang diterhitkan sebelum diberlakukannya Peraturan ini 
dinyatakan musih berlakll sampai akhir masa berlakunya izin. 
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l. 
Lampiran 8 

(2)	 Sural izin pertarnbangan daerah (SIPD) yang masih berlaku lelap berlaku sampai 
habis masa berlakunya dan apabila akan diperpanjang harus denganbentuk Kuasa 
Pertambangan. 

BABX),'V
 
I<ETENTUANPENUTUP
 

Pasal44
 
(I) Hal-hal yang belum dialur dalam pelaksanaannya Peraluran ini akan ditetapkan lebih 

lanjul dengan Keplltusan Bupali. 

'(2) Peratllran ini berlaku sejak diundangkan. 

Agar seliap orang mengetahuinya) memerintahkan pengumuman peraluran lTIl 

denganl11enempatkan dalam Lembaran Daerah Kabul'sten Aceh Singki!. 

~. 

AN SH MM 
$.195804051985031007 

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nemer 5 
mtllinan Perntur3n ini disnmDail;;nn I;;er~da: 

!. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta; 
Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh; 

: \	 Ketua DPRA Provo NAD di Banda Aceh; 
Kepala Dinas Perrambangall dan Energi dan Sumber Daya Mineral di banda aceh; 
Kepala Badan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintll (P2TSP) Prov.NAD di Banda Aceh; 

(. Kepala Dinas Kehuranan dan Perkebunan Prov.NAD di Banda Aceh: 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Prov.NAD di Banda Aceh; 

! . Kepala BPN Provo NAD di Banda Aceh; 
Kerua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; 

10.	 Kepala DPKKD Kabupaten Acch Singkil di Singkil; 
I I.	 Kepala Bappeda Kabupaten Acch Singkil di Singkil; 
12.	 Kepala Bapedalda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; 
13. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 
J4. Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;
 
J5.	 Kepala Dinas PU Kabupaten Acch Singkil di Singkil; 
16.	 Kepala DinllS Perindagkop & UKM Kabupaten Acch Singkil di Singkil; 
17.	 Kepala BPN Kabupoten Acch Singkil di Singkil; 
18. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil 

IJ9> . Pertingg.1. 
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Lampiran: 9 

Wawancara dengan Bpk Sekda Aceh Singkil (H.RIDWAN HASAN, SH, MM) Seputar 

kewenagan beliau dalam mendisposisikan permohonan iZln tambang yang dj mohon oleh 

perusahaan, Koperasi dan Masyarakat. Serta Komunikasi izin ke Gubemur di Banda Aceh 

dan Menteri ESDM di Jakarta 

Wawancara dengan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat (IR.ASMARDIN, MM) berkenaan SOP Pengurusan Perizinan Pertambangan 

Golongan A, dan B di Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Singkil. 
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Lampiran: 9 

Wawancara dengan Kepala Kantor P2TSP seputar tugas seputar tugas dan tanggung 

jawab beliau mengeluarkan izin tamhang Golongan C, beserta tugas beliau menangani 

Izin dan Non perizinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. 

Wawancara dengan PT.Bintang Delapan Mineral (Pak Agung) sebelum IUP dialihkan 
ke Pemko Subulussalam. Wawancara sekitar Proses IUP, kandungan mineral Logam 
dan non logam berdasarkan laporan eksplorasi yang telah dilakukan di Kecamatan 
Penaggalan Aceh Singkil (sekarang Pemko Subulussalam) 
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